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SINKRONISASI DAN KONSISTENSI
PERENCANAAN PEMBANGUNAN




KONSEPSI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN

PEMBANGUNAN DAERAH

Prinsip-prinsip penyusunan dokumen

perencanaan daerah

a. Merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pemb. nasional.

b. Dilakukan pemda bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran
dan kewenangan masing-masing.

c. Mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana
pembangunan Daerah;

d. Dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing
Daerah, sesuai dengan dinamika perkembangan Daerah dan nasional.

Perumusan dokumen perencanaan daerah

Transparan Responsif

Berkelanjutan

Pengintegrasian perencanaan dan keuangan daerah
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1. Sikronisasi
Perencanaan pembangunan
daerah harus selaras dengan
perencanaan pembangunan
nasional, terutama menyangkut
kebijakan nasional yang
berdampak dan harus dipedomani
oleh Daerah, dan kebijakan
Daerah provinsi yang berdampak
dan harus dipedomani oleh
Daerah kabupaten/kota, serta
dampak pembangunan yang saling
berpengaruh terhadap Daerah
lain.

2. Konsistensi
Perencanaan pembangunan
daerah perlu didukung dengan
perencanaan anggaran secara
konsisten, serta mengutamakan
dan mengupayakan konsistensi
kinerja antardokumen
perencanaan seraya
menyelaraskan strategi dan
program/kegiatan/subkegiatan
untuk mencapai kinerja
Pembangunan.
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Program dan kegiatan
Pembangunan Daerah

Program dan keg
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PENYELARASAN RENCANA PEMBANGUNAN ey

VISI DAN 8 MiSI

ASTA CITA

PRABOWO - GIBRAN

A

” JABAR ISTIMEWA, LEMBUR DIURUS KOTA DITATA”
Visi Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045

MISI 2025 - 2029
S8MISIASTACITA Y

1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul

2. Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan dan Investasi Berbasis
Kearifan Lingkungan yang Tidak Eksploitatif

3. Mengurangi Disparitas Pembangunan Daerah Perkotaan Pedesaan,

Memperhokoh
eolopl Pancosiha

demoakrasi, dan hak M4 PeOAra dan Mmendarony
{4

| kemandirian bangsas

serta Miskin dan Kaya

4. Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi
Pelayanan, sesuai dengan Prinsip Good and Clean Governance

_____________________________________________________________________
dan dari Dawah untuk

TEMA RKP NASIONAL TAHUN

—— “AKSELERASI PERTUMBUHAN Bé%ALITAS MELALUI PRODUKTIVITAS,
INVESTASI, DAN INDUSTRI”

l - Ra Mermper kuat pervyelarasan
- ~ - kehucupan yang harmornes
. dengan hingkungan, alam,
2 = dan budaya, serta

pacungkatan tolerans

e TEMA RKPD PROVINSI JAWA BARAT

“PENGEMBANGAN PRODUKTIVITASPEREAXONOMIAN BERBASIS PENGUATAN
SUMBER DAYA MANUSIA DAN TATA KELOLA PEMBANGUNAN”

prestasi olatwaga, kesetaraan
Qender, sarta penguaatan

DT AN DeTerTIIGAn. Dermuda.
0 dan peryandang daatditas

Membangun dan dess

hukurn, dan birokrasi
serta mempor kst
poncegahan dan
eemberaniasan
MorLpsl dan narkoba

Sumber: Perda 3 Tahun 2025 RPJMD Provinsi Jawa Barat 2025-2029 @ www.kemendagri.go.id n Kemendagri RI Y kemendagri kemendagri




6 Isu Strategis
RPJMD Provinsi Jawa Barat 2025-2029

g

~

1) Green and Blue Economy
Serta Pembangunan Inklusif

2) Kualitas Dan Daya Saing
Sumber Daya Manusia
3) Kesenjangan  Pembangunan

Dan Infrastruktur Pelayanan
Dasar

4) Keberlanjutan Daya Dukung
Dan Daya Tampung
Lingkungan

5) Keberlanjutan Penataan
Ruang

6) Kualitas Tata Kelola
Pemerintahan

J

REKOMENDASI KEBIJAKAN TERHADAP ISU STRATEGIS

RPJMD PROVINSI JAWA BARAT

| M4
'_:;‘-' Jawa Barat

# Transformasi Ekonomi Berbasis

ramah lingkungan dan pemaniaatan sumber daya But industri modern dan ekooomi di
(etnnoml biru) secara berkelanjutan. : PR

. . ; . > . Program Beasiswa enjang:

Exosistem UMKM dan Ekonomi Kreatif: &". n bamtoan ikan dari

um nafézzxangwuu s '“E%t ¢J§§‘ owgapmhwumzmu hvw
imenst dan digitalisasi pasar. “' === o Penguatsa Kompetensi Pendidik dan Tenags
- mestasi Teknologi Bersih dan Energi Terbarukan: Kependidikan:
Mengalinkan ketergantungan enzrgi ke sumber 3 m&gk{a;bmlkullm' Yk Mlp:bwamm
w):kn;‘ “"Ml " mm produkiiitas ekonom \W mengamin kualtas pendidikan yang setara.

@

b Pemerintah Provinsi

2/ Isu: Ekonomi Hijau dan Biru
/ serta Pembangunan Inklusif :

investasi pada sektor bilrisas yang

Implementasi P«dmgumn Rendah l::hn
M

e o i
strategix.

Konservasi DAS dan Wilayah Pesisir Prioritas:
Melakukan ndallan parcemaran dan

emdihan eku o Deerah Allran Sungai
rDAS] serta area pesisic yang kritls,

Penguatan Mitigasi dan Resiliensi Bencana:
Menngkatkan kapasitas sistem peringatan dini
dn keslapsiagaan mtsynhl menghadapi

Keungguian Wilayah: .

Isu 4: Keberlanjutan Daya Dukung
dan Daya Tampung ngkungan

Rekomendasi Kebijakan Strategis:

Jawa Barat 2025-2029
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Mewujudkan Visi Jabar Istimewa, Lembur Diurus, Kota Ditata

Visi ini berakar pada filesofi Sunda ‘Miindung ka waktu, mibapa ka zaman', adaptasi terhadap perubahan zaman tanpa meninggalkan jati diri.
Fokus pada keselarasan manusia, lingkungan, dan tata kelola inklusif, menjawab tantangan dari disparitas hingga perubahan iklim.

Isu 2: Kualitas dan Daya Saing

U
1 Sumber Daya Manusia

 Revitalisasi Pendidiken Vokasi dan
Mamlnskm kurikukam SMX %m

SOV Isu 5: Penataan Ruang
b J Berkelanjutan

Zomasi Penggunaan Lahan yang Efisien:
Mlmhmm ; ankora sona industr,
pariwisata, dan area Indung quna menghindari
akh fungsi lshan

Infrastruictur Keta Tahan lidim:

Mowajitican desain drainasa dan bangunan
yang mampu bmdnman thngan potensi banjir
dan perubahan cusca eksirom

* Perfindungan Lahan Pertanian Pangan
n:

Mcnjag sedaan tanah m :l:’ndl
menjamin ketahanan pangan tengah
rzk;;m pembangunan perkotasn.

0=

& Peningkatan Konektivitas di Wilayah Afimmasi (3TP): 1"-»

Mempercepat pembangunan altsas jalan dan
nnsmu menuju daersh ttﬂmgg,:zn pusat
pertumbuhan baru seperti Kertajati,

0 Pememh:* Infrestruktur Dasar Pemuhimanc
Mompriceitaskan eanitasi
layak, air bersh, dan perbakan ruang kelas

 Akselerasi Program Dasa Mandiric
Mengambangkan Infrastrekter perdas2an guna
mengurangi ketimpangan antara wilayah

perkotaan dan pelosok Jawa Barat.
Isu 6: Kualitas Tata Kelola

Kk
%& Pemerintahan

o Akselerasi Reformasi Birokrasi (RB) Generak:
Menargatkan pesingkatan persentase capalan
reformasi hirokrasi kovelsten untuk
menciptakan pemeri yang akuntabel,

0 Tmnsfwmiogmalu;mi’um

¢ Jabar

Istimewa

J Isu 3: Kesenjangan Pembangunan
& ‘ dan Infrastruktur Pelayanan Dasar

%ogmdsan sistemn mansaman pelayanan L Hy

responsif, profesional, dan mudah
atm oleh sefuruh kapisen masyarakat

3 atan Birokrasi Adaptdf dan Kelaboratif:
mW mmm-dmm dan
Internasional {Good Governance) untik

menghadapé dinamika gfobal yang kompleks.

*Diolah dan diselaraskan dengan Rancangan RKP 2027, RPJMN 2025-2029 dan RPJMD Jawa Barat 2025-2029

U © v xoneriosioid [} Kemondogri R W vomondari (B kemendagn



KONSEP KESELARASAN DUKUNGAN DAERAH
TERHADAP TARGET NASIONAL

4...-

Mandatory

RAKORTEKRENBANG

Prioritas yang
Mendukung Asta Cita

Tematik
Pembangunan/

Direktif Pemerintah

RPJMN ———————>

inline

wajib
Pro-SN/ Outcome j—;

inline
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RPJMD KAB./KOTA
(PROV.*)

'

<+——— RPJMD PROV.

1

Program/Kegiatan/Subkeg.

‘II-

referensi

Arah Kebijakan
Pembangunan
Kab./Kota

referensi

_

Highlight Intervensi
Pembangunan
Kewilayahan (RKP)
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RAPAT KOORDINASI NASIONAL PEMERINTAH PUSAT & PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2026
SENTUL INTERNATIONAL CONVENTION CENTER (SICC), KAB. BOGOR , 2 FEBRUARI 2026

Peserta Presiden dan Wapres,
Total Jumlah Peserta Instansi . 525 Menko, Wamenko Menteri dan Wamen
Pusat Kabinet Merah Putih,

Rakorn : .
axornas Ketua DEN, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa

Peserta Agung, Kabin, Pimpinan W akil I?impinan
Instansi . 3 486 Lembaga, Penasehat Khusus Presiden, Utusan
[ Daerah " . Khusus Presiden, Eselon | K/L, Perwakilan

Pejabat Utama Mabes TNI, Mabes Polri,

1.013 Orang KDH dan WKDH

464 Orang DPRD, DPRA, DPRP, dan DPRK Mabes AD, AL & AU, KDH dan Wakil KDH,
486 Orang Jajaran TNI Tingkat Provinsi & Kab/Kota i i

Orang 480 Orang Jaajran Polri Tingkat Provinsi & Kab/Kota DPRD’ DPRA’ DPRP Provinsi dan Kab/KOta’
425 Orang Jajaran Kejaksaan Tingkat Provinsi & Kab/Kota TNI, Polri, Kejaksaan, BIN, BPS

36 Orang Jajaran Kabinda Tingkat Provinsi & Kab/Kota
34 Orang Jajaran Bl Tingkat Provinsi & Kab/Kota
548 Orang Jajaran BPS Tingkat Provinsi & Kab/Kota

Poin utama Rakornas:

1. Ketahanan Pangan dan Energi. Pemerintah menargetkan swasembada pangan melalui
peningkatan produksi dan cadangan nasional, serta mendorong kemandirian energi melalui
optimalisasi sumber energi dalam negeri dan percepatan transisi energi.

2. Peningkatan Kualitas SDM. Dilakukan melalui Program Makan Bergizi Gratis, Cek Kesehatan Gratis untuk deteksi
dini, serta penguatan pendidikan termasuk Sekolah Rakyat dan digitalisasi pembelajaran.

3. Penguatan Ekonomi Nasional. Fokus pada pengembangan koperasi desa/kelurahan, hilirisasi sumber daya alam
untuk meningkatkan nilai tambah industri, serta mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif dan penciptaan lapangan kerja.

4. Pembangunan Berbasis Wilayah dan Lingkungan. Dilaksanakan melalui pembentukan Kampung Nelayan

Merah Putih untuk ketahanan protein laut, serta Gerakan Indonesia Aman, Sehat, Resik, dan Indah (ASRI) termasuk
pembangunan waste to energy dan penanganan sampah terpadu.

5. Pengentasan Kemiskinan. Dilakukan melalui integrasi bantuan sosial dengan program pemberdayaan ekonomi
masyarakat agar lebih berkelanjutan.

6. Penguatan Politik Luar Negeri. Menjalankan politik luar negeri bebas aktif sekaligus memperkuat kerja sama
internasional di bidang perdagangan dan keamanan.

Rakornas bertujuan untuk memberikan arahan strategis dan memastikan
kesiapan Pemerintah Daerah dalam mengimplementasikan berbagai kebijakan Nasional yang dirumuskan
dalam Asta Cita sebagai landasan bagi Indonesia Emas 2045.

@ www.kemendagri.go.id n Kemendagri_RI y kemendagri @ kemendagri n



ARAHAN PRESIDEN PADA RAKORNAS
PEMERINTAH DAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2026

— ARAH KEBIJAKAN —
STRATEGIS PEMERINTAH

Presiden Prabowo Subianto menyampaikan arahan kepada jajaran

pemerintahan pusat dan daerah mencakup kebijakan strategis menuju Indonesia Emas
2045 dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) 2026 di Bogor, Jawa Barat,
« Senin (2/2), seperti berikut.

¢¢ Indonesia harus kuat. Indonesia harus indah. Rakyat kita harus
bahagia. Kita mau menjadi negara maju modern, di mana
seluruh rakyat kita mengalami kualitas hidup yang baik. ??

— Presiden Prabowo Subianto

o Ketahanan Pangan dan Energi

¢, Swasembada Pangan . Peningkatan
-
produksi dan cadangan pangan nasional.

@ Swasembada Energi: Optimalisasi
sumber energi dalam negeri serta

percepatan transisi dan kemandirian
energi.

"e Peningkatan Kualitas SDM

Makan Bergizi Gratis (MBG)

~ Peningkatan kualitas gizi dengan target
82.9 juta penerima pada 2026.

Cek Kesehatan Gratis (CKG)

Deteksi dini dan penguatan layanan
kesehatan daerah

0 Penguatan Ekonomi
s\ % Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putth

Penggerak ekonomi desa dan kelurahan,

Hilirisasi : Peningkatan nilai tambah
sumber daya alam serta penguatan industri.

Pertumbuhan Inklusif
Investasi dan penciptaan [apangan kerja
serta penguatan UMKM.

Kementerian Dalam Negeri
Republik Indonesia

Pembangunan Berbasis
Wilayah dan Lingkungan

$ Kampung Nelayan Merah Putih
Pembentukan 1.100 kampung nelayan

untuk mendorong swasembada
protein laut.

/% Gerakan Indonesia ASRI
_.L (Aman, Sehat, Resik, Indah)
. Pelaksanaan 34 proyek “waste to energy”
di 34 kota dengan investast hampir
3.5 miliar dolar AS

‘J Penanganan sampah nasional terpadu.

e Pengentasan Kemiskinan

Integrasi bantuan sosial
dan pemberdayaan ekonomi. s

@ Politik Luar Negeri

".) Politik bebas aktif serta penguatan
%" kerja sama perdagangan dan keamanan.

Sumber: ntvnews.id

@ www.kemendagri.go.id n Kemendagri_RI , kemendagri kemendagri
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CAPAIAN INDIKATOR MAKRO 2021-2025  Kementeien ootz teoer, | [

PROV. JAWA BARAT

IPM LPE (%)
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N
Secara umum, kinerja makro Jawa Barat pada periode 2021-2025 menunjukkan tren yang cukup fluktuatif pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang secara
konsisten mengalami peningkatan, mencapai angka 75,9 setara denga capaian nasional. Selanjutnya, Tingkat Pengangguran Terbuka berada pada angka 6,77
padatahun 2025 yang masih berada bawah rata-rata nasional. Capaian Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5.32% berada di atas rata-rata nasional.
Namun demikian, capaian impresif pada kualitas SDM dan pertumbuhan ekonomi ini masih menyisakan tantangan strategis pada aspek ketenagakerjaan, di mana Tingkat
Pengangguran Terbuka (TPT) Jawa Barat (6,77,%) masih tercatat lebih tinggi dibandingkan angka nasional (4,85%), mengindikasikan bahwa laju ekonomi saat ini
belum sepenuhnya inklusif dan optimal dalam menyerap tenaga kerja lokal. Penurunan TPT dapat dilakukan dengan berbagai strategi antara lain revitalisasi pendidikan
dan pelatihan vokasi, pengembangan dan pemanfaatan Balai Latihan Kerja (BLK) serta peningkatan akses informasi dan bursa kerja, dan sebagainya.
J

Sumber : BPS Jabar Tahun 2026
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CAPAIAN INDIKATOR MAKRO 2021-2025 puere . . a
PROV. JAWA BARAT

Gini Rasio Penduduk Miskin (%) (&)

0.5 11
9.71 9.57
0.425 0.428 0.416 10 — S 9.36
0.406 0.412 e —— 9 8.57 825
P —_— -9 7.97 7.98
0.4 3 7.62
o — —e— —— ° — 7.08 7.02
0.381 0.381 0.381
0.363 .
0.3
5
4
0.2 3
2021 2022 2023 2024 2025 2021 2022 2023 2024 2025
=8=)awa Barat =—e=Indonesia =8=Jawa Barat =e=Indonesia
e N

Kinerja pemerataan kesejahteraan di Jawa Barat menunjukkan tren perbaikan yang cenderung positif sepanjang periode 2021-2025,
ditandai dengan angka kemiskinan yang secara konsisten selalu berada di bawah rata-rata nasional yakni pada tahun 2025
capaiannya sebesar 7,02%. Sementara capaian gini rasio tahun 2025 dibandingkan dengan nasional, masih perlu mendapatkan perhatian
dengan angka gini rasio yang cukup tinggi sebesar 0,416 yang mengindikasikan cukup tingginya ketimpangan di Provinsi Jawa Barat.
Penurunan kedua indikator makro yang berjalan beriringan ini mengindikasikan bahwa arah kebijakan pembangunan daerah perlu
memperhatikan inklusifitas, sehingga hasil pertumbuhan ekonomi dapat terdistribusi secara lebih merata kepada seluruh lapisan
masyarakat.

Sumber : BPS Tahun 2026 @ www.kemendagri.go.id n Kemendagri_RI y kemendagri @ kemendagri




Tingkat Kemiskinan September 2025 Ko e ndoren |

Persentase Penduduk Miskin (PO) Indonesia Menurut Provinsi dan Daerah (Persen)
September Tahun 2025
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a a Sumber : BPS, 2025

Persentase Penduduk Miskin pada September 2025 sebesar 6,78 persen. Persentase Penduduk Miskin (Po) tertinggi
Adalah Provinsi Papua Tengah yaitu 29,45 persen. Sedangkan Persentase kemiskinan terendah adalah Provinsi Bali

berada pada angka 3,42 %
@www.kemendagri.go.id n Kemendagri_RI 'kemendagri kemendagri ﬂ
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Provinsi Papua Barat Daya 17.61
Provinsi Papua Pegunungan 31
Provinsi Papua Tengah 26.5
Provinsi Papua Selatan 17
Provinsi Papua Barat 19.62

Provinsi Papua (Psu)
Provinsi Maluku Utara N 5.15
Provinsi Maluku G 15.43
Provinsi Sulawesi Barat NN 10.42
Provinsi Gorontalo IIIEENEEEGGGGGGGNGNGGNGNNNNN ]3.52
Provinsi Sulawesi Tenggara NI 10.54
Provinsi Sulawesi Selatan GGG 7.89
Provinsi Sulawesi Tengah IS 10.8

Provinsi Sulawesi Utara IS 6.19
Provinsi Kalimantan Utara I 5.07
Provinsi Kalimantan Timur I 5.05

Provinsi Kalimantan Selatan I 3.85
Provinsi Kalimantan Tengah I 4.61
Provinsi Kalimantan Barat IS 6.27
Provinsi Nusa Tenggara Timur NSNS 19.36
Provinsi Nusa Tenggara Barat HIIIINEEEEEEEENNSSS—— 12.18
Provinsi Bali HEEEEEE 3,93
Provinsi Banten I 5.5
ProvinsiJawa Timur IS 9.4
Provinsi Di Yogyakarta I 1]1.49

- q
Provinsi Jawa Barat I 6.46 I

Provinsi DkiJakarta I 3.8
Provinsi Kepulauan Riau I 4.28
Provinsi Kep. Bangka Belitung I 4.4
Provinsi Lampung IS 10
Provinsi Bengkulu IS ]2.52
Provinsi Sumatera Selatan IIIEEEEGGGG_G_— 10.37
ProvinsiJambi IS 6.8
Provinsi Riau NN 6.19
Provinsi Sumatera Barat N 5.1
Provinsi Sumatera Utara I 7.16
Provinsi Acch IIIIININENENEEGGGNGNGNGNGNGNG—— 12.5

Sumber : Dokumen RPJMD Provinsi

18 Provinsi 19 Provinsi
Di atas Target Pengentasan Di bawah Target Pengentasan
Kemiskinan RPIJMN (2025)

Kemiskinan RPIJMN (2025)
8,47 % 8,47 %

1 Provinsi
Data RPIJMD nya belum
terdapat dalam SIPD RI

Persentase Perbandingan Target Pengentasan Kemiskinan (RPJMD) dengan Persentase
Angka Kemiskinan Berdasarkan Susenas BPS (September Tahun 2025)

Provinsi Papua Barat Daya
Provinsi Papua Pegunungan

Provinsi Papua Tengah

Provinsi Papua Selatan

Provinsi Papua Barat

Provinsi Papua (Psu)

559 4

Provinsi Maluku Utara

Provinsi Maluku

Provinsi Sulawesi Barat

Provinsi Gorontalo

Provinsi Sulawesi Tenggara

Provinsi Sulawesi Selatan 7.43
Provinsi Sulawesi Tengah 10.52 ‘
Provinsi Sulawesi Utara 6.62

Provinsi Kalimantan Utara I 5.47
Provinsi Kalimantan Timur
Provinsi Kalimantan Selatan I 3.73 ‘

Provinsi Kalimantan Tengah

Provinsi Kalimantan Barat

Provinsi Nusa Tenggara Timur

Provinsi Nusa Tenggara Barat
Provinsi Bali NN 3.42 ‘

Provinsi Banten

Provinsi Jawa Timur

Provinsi Di Yogyakarta

27.21‘

29.45

Provinsi Jawa Barat

Provinsi Dki Jakarta
Provinsi Kepulauan Riau I 4,26‘

Provinsi Kep. Bangka Belitung

Provinsi Lampung

Provinsi Bengkulu

Provinsi Sumatera Selatan

Provinsi Jambi

Provinsi Riau
Provinsi Sumatera Barat NN 5.31

Provinsi Sumatera Utara

12.22 ‘
Sumber : Susenas BPS September, 2025

OV
15 Provinsi Berrhasil menurunkan

Terjadi kenaikan persentase persentase angka
kemiskinan Di bawah Target

Provinsi Aceh

angka kemiskinan di atas
target RPIJMD Provinsi

1 Provinsi

Belum terdapat targwt

kemiskinan yang

dituangkan dalam RPIJMD

Pengentasan Kemiskinan



Pertumbuhan Ekonomi di Beberapa Negara di Dunia
Per Triwulan IV Tahun 2025 (Y-on-Y) %

Guyana I 13.8
Taiwan I
Rwanda I
Kyrgyzstan I}
Bermuda I o
Armenia I o
Monaco . S.
Venezuela I 3
Maldives B 3
Vietham . 3

Ghana B 55
Sri Lanka I 54

A NS AN AN NN AN EAEEEEEEEEEEAEEFTERASEEEEEEESR

Mozambigue -0.9
Myanmar -1
Iraq -1.5

Bolivia -2.79

Libya -3.

Haiti -4,

Lebanon -7.5

New Caledonia -13.5 N
South Sudan -27.6 NG
Sudan -28 IS

N o
[ [ T—

Sumber: https://tradingeconomics.com/ dan BPS, diolah 22 Februari 2026

Kementerian Dalam Negeri
PERBANDINGAN PERTUMBUHAN EKONOMI Republik indonesia u
DI BEBERAPA NEGARA DUNIA DENGAN INDONESIA PER TRIWULAN 1V TAHUN 2025 (Y-ON-Y)

Pertumbuhan Ekonomi di Negara-Negara G20
Per Triwulan IV Tahun 2025 (Y-on-Y) %

Tingkat Pertumbuhan Tahunan PDB Indonesia

Peringkat 3 dari 24 negara G20
(Diurutkan dari Tingkat Pertumbuhan Tahunan PDB tertinggi hingga terendah)
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Pertumbuhan Ekonomi di Negara-Negara ASEAN
Per Triwulan IV Tahun 2025 (Y-on-Y) %
Tingkat Pertumbuhan Tahunan PDB Indonesia
Peringkat 5 dari 11 negara ASEAN
(Diurutkan dari Tingkat Pertumbuhan Tahunan PDB tertinggi hingga terendah)
© grEmmmmmm -
<
® o
3 9 @ %

0.03

@ www.kemendagri.go.id n Kemendagrl RI y kemendagri @ kemendagri n

Vietnam
Singapore
Malaysia
Cambodia
Indonesia
Laos

East Timor
Philippines
Thailand
Brunei
Myanmar


https://tradingeconomics.com/

e [ EKONOMI INDONESIA 2025 TUMBUH 5,11% (SEPANJANG TAHUN 2025)

Republik Indonesia
Pertumbuhan Ekonomi

e S.11% Eo e Sepanjang Tahun 2025 Per Provinsi
: {c-fo-c)
H
: Malut I  34.17
: Sulteng I 8.47
- Kepri BN 6.94
. Papua Barat I 6.46
- Bali . 582
: Sultra Il 579
- Gorontalo Il 571
Sulut Il 5.66
DIY s 549
Sulsel Il 543
B Kalbar I 5.39
RpI2.920.5 Rp13.580.5 Banten ——
trifiun (ADHK) trifiun (ADHK) Jateng — 5'37
Rp22.139.0 | Rp23.821.1 oua el ¢
trifiun {ADMNS) trifiun (ADHS) o ’
=S el e——
Tahun Tahun - n;];ubr?g RV |
2025 - :
2024 Kalsel Il 522
DKl Jakarta N 521
O e ar e S.30% T e e ¥ N e B 514 _________Indonesia
: L ' Jambi 4.93 511%
. e L 0.86°/j OES Kalteng 4.8
: : s Bengkulu 4.8
: - Riau 4.79
' Maluku 4.56
‘ Kaltara 4.56
Kaltim 4.53
Sumut 4.53
Kep. Babel 4.09
RB.?.Z%&?J)B R'..)..::.'.Z‘.‘.glﬁ;a RpS ‘ﬁ?ﬁ, S Papua Barat Daya 4.03
Papua 3.97
i e ﬁ?’,:‘i:° RE.’.RZ%?.?..:‘ ‘*.!32;(‘3;{;,2 Papua Pegunungan 3.75
: - Papua Selatan 3.39
Triwulan 4 Triwulan 3 Triwulan 4
2024 2025 2025 SU”&% gg’;
] ) Aceh 2.97
Ekonomi Indonesia tumbuh 5.39 persen (v-on-v) pada Triwulan 4-2025 Papua Tengah -21.8 I
-30 -20 -10 0 10 20 30 40

dan 5,11 persen sepanjang tahun 2025.

@www.kemendagri.go.id n Kemendagri_RI 'kemendagri kemendagri ﬂ

Sumber: BPS, 5 Februari 2026



Kementerian Dalam Negeri
PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA TRIWULAN IV TAHUN 2025 (y-0-y) fubl ndones u

= == e e e e e Em Em e Em e e e e e Em Em == e

1
| Pertumbuhan Ekonomi TW IV 2025 | Distribusi dan Pertumbuhan PDB
I Per Provinsi(y-on-y, %) I Menurut Lapanaan Usaha
) B _ - | TW IV-2025(y-on-y)
78 546 504 517 494 511 505 495 487 512 5 By 9F /0 S vt
| Malut e 29 .81 | : PR ——
502 573 | NTB s 12.49 |
353 Sulteng I 943
| Kepri . 7.89 |
089 | Sulbar Bl 6.55 |
I Gorontalo B 6.12 |
e ssied b ey wobian ve cme mplm coms B s Sulsel mm 599 ,
il aliafeading |l nfiuading: (wilinedicealion (ol il Sulut = 5095 - "
: Q4 | [ |
2001 20 v 204 2025 I Sultra . 594 I n Pemenniana
DIY Bl 594 PRSP Ve S
. . | Bali == 5386 | oy
Ekonomi Indonesia tumbuh 5,39 persen (y-on-y) pada I dating Qi I e S
Triwulan 4-2025 dan 5,11 persen sepanjang tahun 2025. Jabar mm 5.85
I - s.gz ‘ I 29
| DKI Jakarta mm 571 I Pengodann As 51
Kontribusi (Share) Pertumbuhan Ekonomi | Banten . 5.64 | )
Menurut Pulau TW 1V-2025 Kalbar - 5.62 Sebaaian besar lapanaan usaha tumbuh
I Lampung = 5.54 I positif pada Triwulan IV-2025 (y-on-y)
Sumatra Kalimantan Sulawesi Sumsel Bl 554 y y
s o o N w3 uM NS y 1z _wr we HE I Kaltara mm 549 I
- =] R : M‘;?ﬂjsk?} : g'ji Indonesia I Lima lapangan usaha dengan kontribusi
;o . o I CONTT T TTTTTTTTTTTTTL B3 T 5,39% I terbesar terhadap ekonomi. vakni Industri
- | Jambi 5.24 I Penaolahan. Perdaaanaan. Pertanian,
" q 7.22% | Kaltim 5.04 | Konstruksi, dan Pertambangan.
2 ol Riay 4.94 A i
. . ﬁ' | Kalteng 4.79 | La_pt)angan usaha dengan pertumbuhan tinggi,
- = | Bengkulu 4.79 | Vaitu:
oae S 282% I Papua Barat 4.73 I 1. Transportasi & Pergudangan tumbuh
o g i Kep. Babel 4.54 didorong oleh peningkatan mobilitas masyarakat
o | Papua Pegunungan 4.42 | seiring dengan Libur Nataru dan kebijakan stimulus
e iy v [ ?;mu“; 3-23 I diskon tarif angkutan.
L ) | Papua Barat DZya 4.09 | 2. Informasi & Komunikasi tumbuh didukung
- - I Papua Selatan 3.35 | oleh peningkatan aktivitas pengguna internet dan
I Sumbar 1.69 I peningkatan traffic data operator seluler.
Secara spasial. pertumbuhan ekonomi tertinggi berada P T AceE 35.59 -1.61 § 3. Jasa Keuangan tumbuh ditopang oleh
di wilayah Sulawesi. Sepanjang tahun 2025, wilayah Jawa dan Sulawesi I apua Tengan -35.5 I pertumbuhan kredit dan pendapatan premi
tumbuh di atas pertumbuhan ekonomi nasional. | -40 -20 0 20 40 I asuransi.
| I

Sumber: Rilis BPS 5 November 2025, diolah 22 Februari 2026



TREN PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA TRIWULAN |, I, 1ll, dan IV TAHUN 2025 (y-o0-y)

Pertumbuhan Ekonomi TW | 2025
Per Provinsi(y-on-y, %)

Maluku Utara
Papua Barat
Sulawesi Tengah
Gorontalo
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tenggara
Sulawesi Utara
Bali

Lampung
Sumatera Selatan
Banten

Kepulauan Riau

DI Yogyakarta
Maluku

Jawa Timur
Kalimantan Barat
Jawa Barat
Jawa Tengah

DKI Jakarta
Bengkulu

Sulawesi Barat
Kalimantan Selatan
Papua Barat Daya
Nusa Tenggara Timur
Sumatera Utara
Riau

Kepulauan Bangka...

Aceh

Jambi

Sumatera Barat
Papua Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Kalimantan Tengah
Papua

Papua Pegunungan
Nusa Tenggara Barat
Papua Tengah

Sumber: BPS, diolah 22 Februari 2026

3441
—25.53

== 8.69
= 6.07
5.79
5.66
5.62
5.59
5.47
5.22
5.19
5.16
5.11
5.07
5.00
5.00
4.99
4.97

4.84
4.84
4,82
4.82
4.74
4.67
4.65
4.60
4.59
4.56
4.55
4.20
4.08
4.06
4.04
3.91
3.02

-1.43 !
—
-25.53

4.95 Indonesla

4.87%

Pertumbuhan Ekonomi TW Il 2025
Per Provinsi(y-on-y, %)

Maluku Utara
Sulawesi Tengah
Kep. Riau

Bali

Sulawesi Tenggara
Sulawesi Utara
Kalimantan Barat
Di Yogyakarta
Nusa Tenggara Timur
Sumatera Selatan
Kalimantan Selatan
Banten

Jawa Tengah

Jawa Timur

Jawa Barat

Dki Jakarta
Gorontalo
Lampung
Kalimantan Tengah
Bengkulu

Jambi

Sulawesi Selatan
Aceh

Kalimantan Timur
Sumatera Utara
Riau

Kalimantan Utara
Sulawesi Barat
Kep. Bangka Belitung
Papua Selatan
Sumatera Barat
Papua

Maluku

Papua Pegunungan
Papua Barat Daya
Papua Barat

Nusa Tenggara Barat
Papua Tengah

-0.23
-0.82 !

985

R A9
5,39
5.33
5.28
5.23
5.23
5.18

5.14 indonesia

5.09
4.99
4.99
4.99
4.94
4.82
4.69
4.69
4.59
4.54
4.29
4.09
3.99
3.94
3.55
3.39
3.19
3.19

5.12%

Pertumbuhan Ekonomi TW Ill 2025
Per Provinsi(y-on-y, %)

Maluku Utara

Sulawesi Tengah

Kepulauan Riau

Bali

Sulawesi Barat

Sulawesi Tenggara

Gorontalo

DI Yogyakarta

Sulawesi Utara

Jawa Tengah

Kalimantan Tengah

Kalimantan Barat

Banten

Jawa Timur

Jawa Barat

Sumatera Selatan

Kalimantan Selatan

Lampung

Sulawesi Selatan

Riau

DKl Jakarta

Nusa Tenggara Timur

Jambi

Kalimantan Utara

Bengkulu

Sumatera Utara

Aceh

Papua Pegunungan

Maluku

Kalimantan Timur

Papua

Papua Selatan

Papua Barat Daya

Sumatera Barat
Kepulauan Bangka...

Nusa Tenggara Barat
Papua Barat -0.13
Papua Tengah

Maluku Utara

e 39.10
== 7.79 Nusa Tenggara Barat
== 7.48 Sulawesi Tengah
= 588 Kep. Riau
= 583 Sulawesi Barat
= 5.65 Gorontalo
= 5.49 Sulawesi Selatan
= 5.40 Sulawesi Utara
= 539 Sulawesi Tenggara
= 5.37 DI Yogyakarta
= 5.36 Bali
- 5.31 Jawa Timur
= 5.29 Jawa Barat
= 5.22 Jawa Tengah
= 5,20 DKI Jakarta
= 5.20 Banten
= 5,19 Kalimantan Barat
m 5,04 Indonesia Lampung
5.01 5,04% Sumatera Selatan
4.98 K_allmantan Utara
4.96 Kalimantan Selatan
4.88 Maluku
4.77 Nusa Tenggara Timur
4.61 . Jambi
4.56 Kalimantan T|mur
4.55 . Riau
4.46 Kalimantan Tengah
4.35 Bengkulu
4.31 Papua Barat
4.26 Kep. Bangka Belitung
4.21 Papua Pegunungan
4' 16 Sumatera Utara
4'03 Papua
3.36 Papua Barat Daya
3'21 Papua Selatan
2.82 Sumatera Barat
) Aceh
Papua Tengah

—
-16.11

Pertumbuhan Ekonomi TW IV 2025
Per Provinsi(y-on-y, %)

——29.81
== 12.49
== 9.43
= 7.89

-1.61 1!

-35.59

6.55
6.12
5.99
5.95
5.94
5.94
5.86
5.85
5.85
5.84
5.71
5.64
5.62
5.54
5.54
5.49
5,46
5.4dnicnae
5.34
5.24
5.04
4.94
4.79
4.79
4.73
4.54
4.42
4.23
4.2
4.09
3.35
1.69
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PEMERINTAH DAERAH YANG SUDAH MELAPORKAN KEGIATAN
WEBSITE kendaliekonomi.kemendagri.go.id

BERDASARKAN SURAT MENTERI DALAM NEGERI NO. 000.4.6/3764/SJ TANGGAL 11 JULI 2025
HAL PERCEPATAN PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH

Rekan Jumlah Pemda vana sudah melaksanakan Detail

Rekan Jumlah Pemda vana sudah menaisi berdasarkan

9 Langkah Percepatan Pertumbuhan Ekonomi:

Jumliah Pemda
Provinsi dan

Jumlah Pemda
Provinsi dan

9 Langkah Percepatan Pertumbuhan Ekonomi:

341

Pemda Sudah Melaporkan 9 Langkah Konkrit
Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah

Langkah Konkrit Kab/Kota Kab/Kota
Minggu Ke-l Maret Minggu Ke-Il 29 : Provinsi 244 : Kabupaten 68 : Kota
2026 Maret 2026
. Jumlah Pemda . Jumiah Daerah
Percepatan Realisasi APBD 320 322 No Deta;;l Lz“_!ilkah Provinsi No| Detail Langkah Provinsi
— onkri dan Kab/Kota Konkrit dan Kab/Kota
Percepatan Realisasi 1 |APBD Belanja Bansos 286 18 |Ekspor Satgas 136
P;&znzmagmda' AS'”?VI ol 242 C> 242 2 |APBD Belanja Barjas 304 19 |Kerja Kesempatan 221
(D I ) Nan ?ns&%n,llan oda 3 |APBD Belanja Modal 299 20 |Kerja Kebijakan 131
alam Negeri ( ) 4 |APBD Belanja Pegawai 319 21 |Produkiifitas Kebijakan 245
Infrastruktur Pemerintah 6 |PMA Fasilitas Kawasan 86 23 |Produktifitas Peningkatan 225
: 7 |PMA Investasi 199 24 |Industri 1zin 71
Pengendalian Harga Bahan 0 » 0 8 |PMA Kawgsgn 114 25 |Industri Pariwisata 218
Pokok 9 |PMA Subsidi 123 26 |Industri Produk 162
Pencegahan Ekspor dan Impor 174 ? 174 10 |PMA Tenaga Kerja 143 27 |Industri Sertifikat 208
llegal 11 |Infra Belanja 230 28 |Izin Keluhan 233
Perluasan Kesempatan Kerja 228 » 229 12 |Infra DPA _ 113 29 |lzin MPP 210
— 13 [Infra Energi _ 111 30 |1zin Hasil 211
ProduKtIVItaS Sektor » 14 |Infra Jangkau Energi 102 31 |Izin Tim 219
Pertanian/Perkebunan/ 254 255 15 |Infra Logistik 75 32 |Izin RDTR 217
Perikanan/ Peternakan 16 |Infra PSN 111 33 |Izin Standar 291
Industri Manufaktur 261 * 261 17 |Ekspor Pengawasan 161
M dah Perizi Keterangan
empermudan Ferizinan 277 # 278 PMA : Penanaman Modal Asing MPP : Mall Pelayanan Publik
Berusaha DPA : Dokumen Pelaksanaan Anggaran RDTR : Rencana Detail Tata Ruang
PSN : Proyek Strategis Nasional

Sumber : kendaliekonomi.kemendagri.go.id, diakses 07 Maret 2026
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PEMERINTAH DAERAH YANG SUDAH MENGISI DATA PROFIL
WEBSITE kendaliekonomi.kemendagri.go.id

BERDASARKAN SURAT MENTERI DALAM NEGERI NO. 000.4.6/3764/SJ TANGGAL 11 JULI 2025
HAL PERCEPATAN PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH

Rekap Jumlah Pemda vana sudah menaisi berdasarkan

Data Profil Pertumbuhan Ekonomi:

Jumiah Daerah
Data Profile Provinsi dan Kab/Kota
Minggu Ke-1 Maret 2026

Jumliah Daerah
Provinsi dan Kab/Kota

Minggu Ke-Il Maret

Jumliah Provinsi dan Kab/Kota vana sudah mengisi
Data Profil Pertumbuhan Ekonomi:

Pemda Sudah Mengisi
Data Profil Pertumbuhan Ekonomi Daerah

Sumber : kendaliekonomi.kemendagri.go.id, diakses 07 Maret 2026

2026 _ u

Pembentukan Tim Pertumbuhan H Provinsi
1 . 359 359

Ekonomi Daerah

Potensi Wilayah & Rencana
2 |Pembangunan Jangka Menengah 250 250

Daerah (RPJMD) r r . Kota
3 Target Pertumbuhan Ekonomi 206 297

Daerah
4 [E)L?)%r:)?;]siis[)};eer:gﬁla Pertumbuhan 185 185

2 7 8 : Kabupaten
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Venezuela
South Sudan
Iran
Argentina

Turkey

Tajikistan
Mauritius

Comoros
Costa Rica
Guinea Bissau
Chad

Niger

Sumber; dan BPS, Per 5 April 2026

PERBANDINGAN TINGKAT INFLASI DI BEBERAPA NEGARA DUNIA
DENGAN INDONESIA PER MARET 2026 ( Y-ON-Y)

Tingkat Inflasi di Beberana Neaara di Dunia

5 Negara
Tert

L4

. Hyperinflasi

B 113
B 486

M 331

W 30.87

Negara Lainnya

Negara Lainnya

5 Negara
Terendah

. Inflasi Berat

Per Maret 2026 (Y-on-Y) %

o))
kN
(o]

Inflasi Indonesia
Peringkat 121 dari 190

negara di dunia
(Diurutkan dari angka inflasi terendah
hingga tertinggi)

Inflasi Sedang Inflasi Ringan . Deflasi

33.1

Argentina

28.58

Myanmar

31.53

Turkey

5.9
4.02
3.81
3.7

Russia

6.20

Laos

Mexico

Tingkat Inflasi di Neaara-Neaara G20

Per Maret 2026 (Y-on-Y) %

Inflasi Indonesia Peringkat 18
dari 24 negara G20
(Diurutkan dari angka inflasi terendah hingga tertinggi)

Brazil

Australia

8
21
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Tingkat Inflasi di Neaara-Neaara ASEAN

Per Maret 2026 (Y-on-Y) %

1.2
0.3

Singapore

Switzerland

Inflasi Indonesia Peringkat 8 dari 11 negara ASEAN
(Diurutkan dari angka inflasi terendah hingga tertinggi)

4.65

Vietham
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Thailand -0.88
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PERKEMBANGAN INFLASI NASIONAL PER MARET 2026

Inflasi Tahun ke Tahun

(Maret 2026 terhadop Maret 2025)

Perkembangan Inflasi Tahun ke Tahun (26)

Sumber: Borita Rosmi Statistik, Badan Pusat Statistik (1 April 2026)

a4,.76 ’,(
“4.00 /
=< ; \}‘)
3,00 e ST > e
1.03 e S e 3,48
2.00 - /(_.‘»<, Vo
——
0,00 |\
1.00 Ry o
(,)\\~ /
0,00 N
1,00 1 |
tan | Feob | mar | ape | mel | aun it At | mep | Okt | Nav | Des | Jan | reb | mMar
2025 2026

e yeon-y . 076 009 | 103 | 1,95 1,60 1,87 2,37 2,31 2,65 .86 2,72 2,92 ’ 3,55 a6 3,48 |

Inflasi Berdasarkan Kelompok (y-on-y, 26)

Sumber: Berita Besmi Statmtik, Badan Puset Statintik (1 Apel 2026)

Rincian Inflasi Andil Inflasi
Inflasi Umum 3,48 3,48
1. Makanan, Minuman, dan Tembakau 3,34 0,99
2. Pal;:ﬁian d:n Aln;_l-(_a_;d 0.65 0,03
3. P.m-r.n'.h..n. Alr; ﬁmlk, dan Bahan Bakar -7;24- 1,08
Rumah Tangga
a. Perlcngkapa;, Peralatan, dan Pemeliharaan 0,24 0,01
Rutin Rumah Tangga
5. Kesehatan 1,49 0,05
6. Transportasli 0,61 0,08
7. Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan -0,03 ~0
8. Rekreasi, Olahraga, danr Budaya - 1;08 0,02
9. Pendidikan 7 1,14 0,067
10 Penyedlaan Makanan dan Minuman/Restoran i,42 0_,14
11. Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya 15,32 1,02

Inflasi tahunan Maret 2026 lebih tinggi dibandingkan inflasi tahunan Maret 2025.

O 9 O OO0

Komoditas
Penyumbang Utama
Andil Inflasi
(y-on-y, %)

Sumber: Berita Resmi Statistik BPS, Rilis 1 April 2026

Keterangan: ~0 bernilai sangat kecil Terjadi inflasi di Maret 2026 yang lebih rendah dari pada bulan sebelumnya.

Inflasi Bulan ke Bulan

0,41°%

0,942

(Marer 2026 terhadap Februari 2026)

Inflasi Tahun Kalender ‘
(Maret 2026 terhadap Desember 2025) |

Perkembangan Inflasi Bulan ke Bulan (26)

Sumber: Dorita Mesmi Statistik, Badan Pusast Statstik (1 Apnl 20206)

2,00 1.65
— .68
1,00 <
y > Sy
——— Y et i D
0,00 o 2 < 7
-~ —
< 0,498

1,00 o " : :

Jan Feb Mar Apr Med Jun Jut agt Sep Okt Nov Des Jan Feb Mar

2025 2026
|
e n-toan | -0, 76 | 0,48 | 1G% 1.7 OA7 | 0,19 O30 -0,08 | 0,21 028 017 064 | -03% O6GR 0A4a]

Inflasi Berdasarkan Kelompok Pengeluaran (m-to-m, 26)

Sumber: Borita Rosmil Statistik, Badan Pusar Statistik (1 April 2026)

Rincian Inflasi Andil Inflasi
Inflasi Umum 0,41 0,91
1. Makanan, Minuman, dan Tembakau 1,07 0,32
> 1 Pakaian dan Alas Kaki 0,37 0,02
3. Paerumahan, Alr, Listrik, dan Bahan Bakar 0,09 0401
Rumah Tangga
a. Vi;-e“f-lengkaban. Peralatan, dan Pemeliharaan 0,04 ~0
Rutin Rumah Tangga
5 Kesehatan 0,10 -0
6. Transportasi 0,41 0,05
7. Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan 0,06 -0
s, Rekreasi, Olahraga, dan Budaya 0,16 -0 -
9. Pendidikan 0,03 ~0
10. Penyediaan Makanan dan 0,17 0,02

Minuman/Restoran
11. Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya -0,21 -0,01
Keterangan: ~0 bernilai sangat kecil

0,06 006 0,04 0,03 0,03

) @ ()

Ikan Daging Bensin - Angkutan Beras
Segar Ayam Ras Antar Kota 24

Komoditas

Penyumbang Utama
Andil Inflasi

(m-to-m, %)




KONDISI INFLASI PROVINSI DAN KAB/KOTA

Inflasi Per-Provinsi (y-0- BULAN MARET 2026
(y-0-y) Persen (%) 7 : \
0275 Inflasi Kab (y-0-y)
_ 31" 8 O mmm wm | 531 518 E11 4o sae i atmmsmmsVmdsssfefesssssssssss sy
ACEH 5.31 6 531 518 511 497 495 484 48 . .
KALSEL [ /83 5 : Batas Rentang :
SULSEL I /5 4 : Target Inflasi :
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Sumber: Rilis Badan Pusat Statistik, 1 April 2026



CAPAIAN INFLASI e A ke a
PROV. JAWA BARAT

Tingkat Inflasi Year-on-Year (Y-on-Y)
Provinsi Jawa Barat s.d Maret 2026

INFLATION

5.5

5 4.71
4.5

4 3.6
35 3.24

3
2.5

Januari Februari Maret
= Jawa Barat
( )

Tingkat inflasi year-on-year (y-on-y) di Provinsi Jawa Barat hingga Maret 2026 menunjukkan fluktuasi dengan tren yang relatif terkendali.
Inflasi meningkat dari 3,24% pada Januari menjadi 4,71% pada Februari, kemudian mengalami penurunan menjadi 3,6% pada Maret.

Kondisi ini mengindikasikan bahwa meskipun sempat terjadi tekanan inflasi pada Februari, namun pada Maret inflasi kembali mereda.
Secara umum, inflasi masih berada pada tingkat yang cukup stabil, namun tetap perlu diperhatikan agar tidak kembali meningkat,
terutama melalui pengendalian harga pangan dan menjaga kelancaran distribusi barang. Tren stabilitas mengindikasikan efektivitas
intervensi pengendalian harga dan pasokan kebutuhan pokok di daerah, yang mampu meredam secara optimal potensi lonjakan

permintaan musiman menjelang periode Hari Raya Idul Fitri, Hari Raya Waisak dan Hari Raya Nyepi di saat yang berdekatan.
- Y,

Sumber : BPS Jabar 2026 @ www.kemendagri.go.id n Kemendagri_RI y kemendagri @ kemendagri ﬂ




DATA PREVALENSI STUNTING PROVINSI TAHUN 2021 - 2024
STUNTING

40.00
D I

35.00
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4  Prevalensi Stunting di Indonesia
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20]3 mlta prmlensl 'stun&\gi sebesar ART G
- A

[1SSGI2021 10.9 22.4 22.3 185 17.6 27.5 16.8 23.5 17.3 25.8 22.1 24.8 18.6 29.8 20.9 21.§ 24528 27.4 23.3/27.5 245 31.4 30.0 26.2 0.00 29.0/25.2 27.4 28.7 29.5 33.2/30.2/33.8/37.8
[0SSGI2022 |8.00 18.0 17.0 15.2 15.4 22.1 14.8 19.2 16.4 21.1 19.8 18.6 18.5 27.8 20.8 20.§ 20.2 p3.9 26.9 25.2 26.1 20.0 32.7 24.6 30.0 0.00|23.8/28.2 27.2 26.1 34.6 31.2 27.7 35.0/35.3
SKI 2023 '7.20 13.5 13.6 14.9 16.8|/17.4 17.6 17.7 18.4 189 20.2 20.3 20.6 20.6 20.7 21.§ 21.7 2.9 23.5 23.6/23.7 24.0 24.6 24.7 24.8 25.0 269 27.2|27.4 28.4 28.6 29.4 30.0 30.3 37.9
[SSGI2024 8.7 17.1 20.1 159 15 |17.6 17.3 147 17.3 22 |18.8|25.7 20.1/26.8|17.1 20.& 2.2/22.1 249 23.2 21.1 29.8 229 24.6 25.7|/23.8 26.1 23.3 284 24.7 28.6 26.1 354 37.5| 40 325 30.5

ada tahun 2024 turun menjadi 19,8%.

stninggoid f lsetmapres

[1SSGI2021  [SSGI2022 SK12023 [SSGI2024

Sumber : Kementerian
Kesehatan

ey () wiww.kemendagri.go.id [[] Kemendagri Rt W kemendagri (@) kemendagri




KESEPAKATAN BERSAMA KEMENTERIAN/ LEMBAGA DALAM

PELAKSANAAN AKSI KONVERGENSI 2025-2029

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

- i REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH
Jalan Taman Makam Fahlawan No. 20 Kalibata, Jakarta Selatan 12750
Telepon {021) 742651 — TO42653, website | www. kemandagri. go.id

BERITA ACARA
KESEPAKATAN PELAKSANAAN AKSI KONVERGENSI TAHUN 2025-2029

Pada han i, Jumal, tangge 10 Januan 2025, Pukul 14.00 WIB, bertempat oi Ruang
Rapat Bagan Umum Dirsktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian
Datam Negerl, tolah déakukan rapat antara Direktorat Sinkronisas: Urusan Pemerintahan
Dawrcah I, Tim Teknis LGSB-ASR, Sekretarisl Wakil Presiden, Kementerian Kesehatan,
Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan
Keluarga Berencana Nasional, Kementerian PPN/B8appenas dan BKPK Kementarian
Kesehatan dalam rangka membahas dan menyepakati indikator layanan, definisi
operasionsl, serta dukungan Pemenntah Dasrah (Pemdas) terhadap pelaksanasn sksi
konvergensi 2025-2029. Rapat il dilakukan berdasarkan surat undangan dengan no:
400.5.6/02200Bangda

Sesusl hasil rapat, dissmpaikan hal-hal sebagal berikut

1.
2.

Perencanaon dan penganggaran mengpunakan aksl konvergens! kepoda Pemda
sasual dengan perubahan Perpres Stunting.

Kementeran/Lembaga torkat penurunan prevalans| stunfing melakukan
roviu terhadap indikator di dalam atranas dan Perpres sfunting untuk pelaksanaan
konvergonsi stunting di daerah,

. Data Survei Status Gixi Indonesia (SSGI) Tahun 2024 diharapkan dapsl gssampaikan

kopada pubdik sebelum pelaksanaan rakortekbang yang akan dilaksanaken pada
Dudan Februar 2025 (17-28, Februar Tahun 2025)

Masing-masing /L lerkall bersamas-sama membahas dan mendamping pelsksanaan
Rakortek per desk dalam pencapaian indikator Konvergensi sfunting

. Sambil menunggu pengesahan perpres stuiling peru diiskukan langkah exit strategy

oleh pemerintah pusal kepada permda agar pemerintash daerah dapat menyusun
usulan RKPD 2026 can penyesualan wman APBD 2025 dengan Surat Edaran
Menten Dalam Negerl sesual dengan Indikator konvergensl sfunting yang telah di
raviu oleh K/L terkat

Damikian Berita Acara Rapat ind dibuat, untuk menjadi perhatian dan gifindaklanjuti

Jakarta, 10 Januar 2028

{ NO | NAMA JABATAN TANDA TANGAN
’ 1 H TB, Chaend D8 Dir. SUPD 11

| | n
’ 2. | Diah Lenggogeni Dir. KGM /L

Dir. Ketahanan Keluarga
Bakta dan Anak !

4, | Lovely Daisy

3. | 'ma Ardiana

Dir. Yankesga

Surat Edaran Kemendagri Nomor 400.5.7/1685/Bangda Tanggal 17 Maret 2025
tentang Pelaksanaan Aksi Konvergensi Pencegahan dan
Percepatan Penurunan Stunting

KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

17 Maret 2025
Namor 400 5 7/1685/Bangda
Sifat Pentng
Lampiran Satu betkas
Hal Pelaksanaan Aksi Konvergensi Pencegatan dan Percepatan Perurunan
Stunling (PPPS)

Yth 1. Gubernur Seluruh Indonesia
2. BupatlWali Kota Seluruh Indonesia

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045, penurunan prevasensi stunting lermasuk galah
satu indikator yang didkur dalam lingkup kondisi Kesehalan yang mana targel nasionsi
penurunan prevalensi sfunfing dietspkan sebesar 18,6% of Tahun 2025, 14,2% o Tahun
2029, 10% o Tahun 2034, 7,1% di Tahun 2039 dan 5% di Tahun 2045 serta guna memastikan
pemenntah daerah totap melaksanakan upaya PPPS terkonvergen, Berkenaan dengan hal
tersebul, disampaikan beberapa hal sebsgai berikut:

1. Mamastikan intervensi PPPS dilakukan terhadap kelompok sasaran yang terdirl dari:
ibu hamil, by nifas dan ibu menyusul.
anak usia 0-23 butan,
anak usia 24-59 bulan,
remaja putri;
calon pengantin; dan
keluarga dan masyarakat
2 Kinerja intervens: dengan memastican setiap kelompok sasaran menerima layanan
sebagaimana dibulubkan oleh masing-masing sasaran dengan indikator laysnan sebagai
berikut

INDIKATOR LAYANAN

1BU HAMIL, IBU NIFAS DAN IBU MENYUSUI
1. Pemberian Makanan Tambahan untuk fbu Hamii KEK;

2. Pemberian Tablet Tambah DarahMutple Micronutrient Supplementation (MMS)

sebanyak 180 buts masa keha ),

Mak 1 bargzl seimbang pada ibu hamit.

3
I Pemeriksaan Kehamilan 6 xall selama masa kehamdan;
5. Pelayanan Keluarga Berencana (KB) pssca persainan

ANAK USIA 0 - 23 BULAN

|1 _Prakiik Inisiasi Menyusul Oint;

{2 Bayi usia <6 butan monaapa:uanlsn Eksiusif,

3. Anak usia 6-23 bulan mendspatian Makanan Pendamping ASI (MPAS!) agam,
4. Anak usia 6-23 bulan yang mash mendapat ASI,

| 5._Anak usia 0-23 bulan gz buruk mendapat 1sla lsksans gz buruk,
|6 6. Anak usis 0-23 vulan yang dlpamau pertumbuhan dan perkembangan;

7 Anak usia 0-23 bulan gizi kurang mendapat tambahan asupan gzl

8. Anak usia 0-23 bulan mendapatkan Imunisasi Rutin Lengkap,

O Anak usia 5-23 bulsn diare mer kan oralit dan zinc sesusi standar.

10 Anak usia 6-23 bulan mendapatkan obat cacing (POPM)

INDIKATOR LAYANAN

Anak usia 24-58 bulnn P& buruk mmpmun 18ta laksana gzl & buru!
Anak usia 24-50 bulan a-pnnlau pertumbouhan dan pevkembanan
] An:k usia 24-58 bulan gzi kurang mendapat tambahan asupan g
. Anak usia 24~59 bulan diare mendapatkan oralit dan zinc sesual standar,
{ Anak usia 24-59 bulan yang terpantau kasus poneumonia
B Anak usia 24-59 bulan mendapatkan obat cacing (POPM)
le PUTRI
)_ Konsurns: Tablet Tambah Darah (TTD) Remaja Putn
2 Sknmng_anamm terhadap Remags Putni
| CALON PENGANTIN
1. Calon pengantin mendapatkan pomem:mn keu}namn

2. Calon pengantin mendapatkan bembingan perkawinan dengan materl pencegahan

| stunting. _ L =
RU.A" TANGGA “SYAMKAT

Aksaes tarhadap Alr Minum Amm_

2 Akses lerhadap Sanitasi A Aman;
| 3 Kopemuhkan JKN,

4 Kelompok sasaran mendapatkan pendampingan
|5, Anak usia 0-59 bulan mendapatkan Axta Kelahiran dan Kartu Monmas Anak KAy |

6 Ketarsodiaan program pemanfaatan pekarangan untuk pemngkman asupan gizi di |
desa dan Kelurahan L 5

Bahwa target penurunan sturting dan tanget capsian layanan mm Mator
sebagaimana tersebut diatas untuk dipastikan masuk dalam dokumen Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(RKPD), Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA PD) dan Rencana Kena
Perangkst Daerah (RENJA PD) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

. Pamerintah daecan agar melaksanakan PPPS secara terkonvergen dengan mangacu pada
Patunjuk Teknis Aksi Konvergens: PPPS sebagamana tesiampir
Pemenmah provinst agar tetap melaksanakan penilaian kinera terhadap pelaksanaan 8
aks konvergenss kabupaten/kota Tahun 2024 sesuai dengan juknis Pendaan Kinerja yang
telah ditetapkan
Untuk berkelanjutan fasilitasi pemenntah dasrah dalam pelaksanaan aksi konvergens:
PPPS dapat berkoordinast dengan Direkiorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah
Kementedan Datam Negen up Direktorat Sinkronisasi Urusan Pemarnintahan Daarah 1l
Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubung: Sdr Arifin Effendy Hutagalung Nomor
Telp. OB1287729875 dan Sdr lin Afnani Nomor Telp 085717184385

Demikian disampaikan untuk menad perhatian dan diaksanaksn sebagaimana
mestinya

Tombusan:
Mentern Sekrataris Negara
Menten Dalam Negeri
Manten PPN/Bapponas,
Menter Kesehatan, dan
Manten Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN




Kementerian Dalam Negeri

""""_-;%.';KELEMBAGAAN KOPERASI MERAH PUTIH PROVINSI JAWA Republi Indonesia

BARAT

Status Data: 10 April 2026 09:57
Jumiah Desa/Kelurahan Kelurahan Berbadan Hukum
5957 650
LU L (N Jumlah Koperasi Jumlah Koperasi JUGLEL (TR Jumlfa\h Jumlah Koperasi
Kab/Kota Kelurahan Desa Terbentuk Terbentuk Kab/Kota Kelurahan Koperasi Desa Terbentuk
Terbentuk Terbentuk Terbentuk

1 KAB. GARUT 21 421 442 15  KAB. PURWAKARTA 5 183 192
2 KAB. BOGOR 19 415 434 16  KAB. BEKASI 8 179 187
3 KAB. CIREBON 12 414 426 17  KAB. BANDUNG BARAT 1 165 166
4 KAB. SUKABUMI 5 383 388 18 KOTA BANDUNG 151 0 151
5 KAB. KUNINGAN 16 361 377 19  KAB. PANGANDARAN 0 93 93
6 KAB. CIANJUR 6 355 361 20  KOTA TASIKMALAYA 69 0 69
7 KAB. TASIKMALAYA 2 351 353 21  KOTA BOGOR 68 0 68
8 KAB. MAJALENGKA 13 333 346 22 KOTA DEPOK 63 0 63
9 KAB. INDRAMAYU 8 309 317 23 KOTA BEKASI 55 0 55
10  KAB. KARAWANG 12 299 311 24  KOTA SUKABUMI 33 0 33
11  KAB. BANDUNG 10 270 280 25  KOTA BANJAR 9 16 25
12 KAB.SUMEDANG 7 271 278 26  KOTA CIREBON 22 0 22
13  KAB. CIAMIS 7 258 265 27  KOTA CIMAHI 15 0 15
14  KAB.SUBANG 9 245 254

U i evoriesisois [ Komentsgi 11 W vomontagsi (B) vemondage



PENGEMBANGAN USAHA KOPERASI MERAH PUTIH PROVINSI

JAWA BARAT
DATA STATISTIK JUMLAH KESELURUHAN GERAI

Koperas! h ikl Ak
KOPERASI YANG SUDAH AKTIE KOPERASI S O . Rt

(Microsite)
5928
2500
2000 Jumiah Koperasl yang Sudah Mengajukan Permohonan
Kemitraan (Permohonan ke BUMN)
967
1500 Jumlah Keseluruhan Pengajuan Permohonan Kemitraan
(Permohonan ke BUMN)
5133
1000
500
I
0
Gerai Sembako Apotek Desa Gerai Kantor Gerai Unit Usaha Gerai Klinik Desa Gerai Cold

(Embrio KopHub) Koperasi Simpan Pinjam

(Embrio Kop Bank)

m Jumlah Gerai Koperasi yang Sudah Aktif

Sumber: Dashboard Simkopdes per 10 April

Storage/Cold Chain

Kementerian Dalam Negeri
Republik Indonesia

Jumiah Koperasi yang Sudah Memiliki Geral (Minimal 1
Geral)

2430

Jumlah Keseluruhan Geral Koperasl yang Sudah Aktif

3312

444

31

Logistik (Distribusi) Usaha Lainnya (KBLI
2020)

@www.kemendagri.go.id n Kemendagri_RI ’komendagri kemendagri m



PERKEMBANGAN SATUAN PELAYANAN PEMENUHAN GIZI (SPPG) DI DAERAH
1. SASARAN SPPG AGLOMERASI (38 PROVINSI) Data Per 2 Maret 2026 2. SASARAN SPPG TERPENCIL (36 PROVINSI) pata Per 2 Maret 2026

28.562 23.597 8.617 4.760 2.883 974

Target SPPG

Rencana SPPG SPPG Operasional Terpencil On Progres SELESAI
_ . Presentase %
Provinsi Rencana SPPG SPPG Operasional SPPG Operasional
1 Aceh 648 619 96%
2 Bali 347 203 59%
. . Rencana . Progres

3 Banten 1491 1.047 70% Provinsi Selesai On Progres 9
4 Bengkulu 229 118 52% SPPG Nol
5 DIY 392 395 101%
6 DKI Jakarta 804 487 61%
7 Gorontalo 114 78 68%
8 Jabar 5.763 5.390 94%
9 Jambi 348 164 47% 1 Sumatera 2.058 277 928 853
10 Jateng 3.926 3.740 95%
11 |Jatim 4.048 3.364 83% 2 Pawa 261 62 71 128
12 Kalbar 500 455 91% .
3 R alsol 366 47 57% 3 [Kalimantan 1.928 346 479 1.103
14 Kaltara 82 53 65% ;
= altong 236 56 o0 4 [Sulawesi 1.012 168 417 427
16 Kaltim 336 182 54% 5 [Bali&NTT 1.267 64 491 712
17 Kep. Babel 134 89 66%
18 IKepr 234 206 88% 6 |Maluku & Papua 2.091 57 497 1.537
19 Lampung 924 1.018 110%
20 |Maluku 193 98 51% Total 8.617 974 2.883 4.760
21 Malut 134 88 66%
22 NTB 689 716 104% *) Kecuali DKI Jakarta & DI Yogyakarta
23 NTT 530 232 44%
24 Pap. Pegunungan 199 9 5%
25 Papua 128 74 58%
26 Papua Barat 96 46 48%
27 Papua Selatan 86 13 15%
28 Papua Tengah 125 32 26%
29 PBD 117 33 28%
30 Riau 680 631 93%
31 Sulbar 162 155 96%
32 Sulsel 913 738 81%
33 Sulteng 289 206 71%
34 Sultra 300 249 83%
35 Sulut 222 159 72%
36 Sumbar 549 361 66%
37 Sumsel 824 700 85%
38 Sumut 1.404 1.116 79%

Total 28.562 23.597 83%

Sumber: BGN, diolah 2 M

31



PERKEMBANGAN JUMLAH SPPG SUDAH OPERASIONAL
DAN SLHS TERBIT PER PROVINSI (DATA PER 2 MARET 2026)

Provinsi  SLre Sudah o .o rerbit  Presentase ) L L .
Operasional
1 |Aceh 619 73 11,79% - -
2 Bali 203 47 23,15% Total PI'OVInSI Total SPPG sudah Jumlah
3 |Banten 1.047 91 8,69% i
4 |Bengkulu 118 74 62,71% Operasional SLHS Terbit
5 [piy 395 105 26,58%
6 DKI Jakarta 487 63 12,94%
7 Gorontalo 78 23 29,49% m u
8 |iabar 5.390 1.496 27,76%
9 lambi 164 88 53,66%
10 [ateng 3.740 1.310 35,03% L J L ) L )
11 atim 3.364 1.214 36,09%
12 |Kalbar 455 275 60,44% -
13 [Kalsel 247 27 10,93% . . . .
14 |Katara 03 17 32.08% Jumlah SPPG Sudah Operasional dan SLHS Terbit Per Provinsi
15 |Kalteng 86 27 31,40% (Data 2 Maret 2026))
16 |Kaltim 182 68 37,36% 3
17 |Kep. Babel 89 31 34,83% 6,000 &
18 |Kepri 206 82 39,81% 5 000 o
19 |Lampung 1.018 116 11,39% ’ ,‘I‘ 3
20 |Maluku 98 31 31,63% 4,000 L 2.
21 [Malut 88 16 18,18%
22 INTB 716 470 65,64% 3,000 ©
23 INTT 232 35 15,09% 5 000 S B B e @ &
24 |Pap. Pegunungan 9 0 0,00% ’ Bl <o © s S S
25 Pagua S 74 22 29.73% 1,000 §§§2?g§p‘-g§v'@8m‘_ + 8 o 2 o 9 8 5 o2 o0 q N 0
26__|Papua Barat 46 14 30,43% ’ I II i "I " NI N 3' = ?-I S8NAT EI O BN B BN NN e NN S e s RS RE AN AN Rt rBeR e e o
27 _|Papua Selatan 13 2 15,38% 0 R e e
28 |Papua Tengah 32 21 65,63% \pé\%eqoa\é@ é\%\)@%@%\)\%@l&é 0@& & QQQ% N &zo@@o@qu v&\\ R &Q&; é@; & @\%&@6\\\& é\%%oe O @z\\@&;&\q?& &?\\%\@ QQ,OQQ& o@é% Q}Q,\e\é '« &
29 |PBD 33 17 51,52% e & RS
30 |Riau 631 184 29,16% & F® &
31 |Sulbar 155 16 10,32% <@
0,

22 Zz:f:r:g ;32 36374 gg;goﬁj B SPPG Sudah Operasional B SLHS Terbit
34 |Sultra 249 37 14,86% L
35 |Sulut 159 37 23,27%
36 |Sumbar 361 58 16,07% P = = s t-f-k t
57 Toumsel 200 In: 55.86% emerintah Daerah aaar melakukan Percepatan Penerbitan Sertifika
38 |Sumut 1.116 204 18,28% Laik Higiene Sanitasi (SLHS) agar SPPG dapat beroperasional

Total 23.597 7.204 30,53%

Sumber: Kementerian Kesehatan, diolah 2 Maret 2026 32



RADAT I __ Statistik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG)

JAWA BARAT

Total SPPG » Sertifikasi

& $°P0 ¥ SERTIFKAN

TOTAL TOTAL

24,443 19,696

Persapan

STATISTIK SATUAN PELAYANAN PEMENUHAN GlZI (SPPG) PROV. JAWA -

menterian Dalam Negeri
Republik Indonesia

Sertifikasi SPPG Mitra BGN
= ] i 19,686 M1
WINCIAN

Sertifikasl Ladk Higswne Santtasi (SL...  B,700 a4 UMKM
Sertifikasi Chef 6,523 :(ooerw
Sertifikasi Halal 2,261 » Bumdes
Hazard Analysis and Critical Control Poi... 781 4« Bumdesma
Sistem Manajemen Keamanan Pangan ... 1,081 . cv
Sistem Manajemen Kesehatan dan Kese. . 350 o PT

Yayasan

BUMD Kab/Kota

Supplier MBG
24158 )
RINCIAN
973 4. Kaoperasi 9,861 v\
365 7 .Bumucs 1,027 .
as o Bumdesma n7oe
12 ¢ UMKM 38,838 a»
1,083 4 Suppier Lain 43,723 2=
651 » Koperasi Desa Moeah Putin 380 o
21,022 w»
Bu
Data per 27 Maret 2026 33



o % Kementerian Dalam Negeri
Ay DAFTAR PEMDA YANG TELAH MENGIRIMKAN LAPORAN USULAN DAN Republik Indonesia u

- KESIAPAN PEMBANGUNAN (PROPOSAL) SEKOLAH RAKYAT (SR) UNTUK DIVERIFIKASI
T t I s d h No. Prov Status Jumlah Kab/Kota | Kab/Kota
ota uaa Provinsi Sudah Mengirimkan 2 4 Provinsi Belum Mengirimkan 1 4 o @ USUI?Q) Prov Kab(ﬁ;ma Slzg)a h leel;m
Laporan Usulan & Kesiapan = Laporan Usulan & Kesiapan = 1 |Prov. Aceh >3 17 6
Pembangunan SR Provinsi Pembangunan SR Provinsi > |Prov. Bali 9 > 7
A 3 |Prov. Banten 8 4 4
t:,\__‘m . o 4 |Prov. Bengkulu 10 6 4
\\z“-\\ cu T A s ¢ 5 |Prov. DIY 5 2 3
Daerah e : Y : 6 _|Prov. DKI Jakarta 6 1 5
";}“1 \ _& ) o : - T ‘_";gw Y ot e £ ‘ é Q grontalg 6 3 e
Prov & Kab/Kota g hﬂ{' i % f i 3 r 8 |Prov. Jabar 27 24 3 ]
4 \-":5::4"'1'{‘.1\ Py SO Lg" 1 9 |Prov. Jambi 11 8 3
\k:::(_:::-‘“ N s (5,..}01_“)\! ‘,4:, Rl 10 |Prov. Jateng 35 32 3
g oS D 11 |Prov. Jatim 38 36 2
Total Belum . "“(&’;M 2 gy R 12 |Prov. Kalbar 14 5 9
"(%\%ﬁ - —— - . 13 |Prov. Kalsel 13 2 11
~ N e 3 Egﬁ‘iﬁ ; " & 14 |Prov. Kaltara 5 2 3
v T .

Keteranaan: . G 16 Pro Tl 0T :
Total Jumlah Provinsi 38 17 |Prov. Kep. Babel 7 3 2
18 |Prov. Kepri 7 3 4
Daerah 19 |Prov. Lampung 15 13 2
20 [Prov. Maluku 11 6 5
Prov & Kab/Kota Kab/Kota Sudah Mengirimkan 29 Kab/Kota Belum Mengirimkan 2 1 6 21 |Prov. Malut 10 2 8
Laporan Usulan & Kesiapan : Laporan Usulan & Kesiapan : 22 |Prov. NTB 10 4 6
Pembangunan SR 23 |Prov. NTT 22 19 3
41.7% 9 Kab/Kota Pembangunan SR Kab/Kota 24 |Prov. Papua Belum 9 6 3
< 25 |Prov. Papua Barat Belum 7 3 4
g 26 |Prov. Papua Barat Daya Belum 6 3 3
58.3% : 27 |Prov. Papua Pegunungan Belum 8 4 4
. {{M ; 28 |Prov. Papua Selatan Belum 4 1 3
1 - ) K 29 [Prov. Papua Tengah 8 1 7
IR/ e B TR s 30 |Prov. Riau 12 9 3
- »"3\« t e o) 31 |Prov. Sulbar 6 5 1
Sudah  Belum g%ﬁ SRR, RS 32 |Prov. Sulsel 24 10 14
Keterangan ] '. Q%\. : = i 33 |Prov. Sulteng 13 3 10
¥. - ; & 34 |Prov. Sultra 17 9 8
* Total Jumlah Prov & : " . ot P . /A 5 R0 35 |Prov. Sulut Belum 15 2 13
Kab/Kota: 552 Daerah B SRS Tie ' 36 |Prov. Sumbar Belum 19 8 11
+ Proposal usulan ditujukan ke Keteranaan: >, B 87 [Prov. Sumsel 17 9 8
Kemensos dan Kemendagri Total Jumiah Kab/Kota 514 (416 Kab & 98 Kota 38 |Prov. Sumut 33 21 12
Total 514 298 216

W
H

dagri dan Pemda, diolah 30 Januari 2026



KEMENDAGRI MENGOORDINASIKAN

57’ TERKAIT PENGGUNAAN ASET PEMDA UNTUK SEKOLAH RAKYAT

Kementerian Dalam Negeri
Republik Indonesia

ARAHAN PRESIDEN

PENTAHAPAN KEMENSOS

Taraet pembanaunan
sekolah rakyat

iyt | TAHAP 1 1 66

Lokasi

Sekolah Rakyat

@ 200

" Titik Lokasi Sekolah Rakyat Tahun 2025 I

b e e e e e e - - -

100

Sekolah Rakyat

dihanniin nleh

APBN

Didukung oleh
KemenPU

100

Sekolah Rakyat

Mensesneg dan
KemenBUMN

TAHAP 1a
Sudah Beroperasi
16 Aset Pemda

. 3 Aset Universitas

— Titik Lokasi

44 Aset kemensos

*Qperasional 14 Juli 2025

251 Rombel
= 3 Rombel SD

= 112 Rombel SMP
= 136 Rombel SMA

6.180 Siswa
75 Siswa SD
2.800 Siswa SMP
3.305 Siswa SMA

Rombel : Rombongan Belajg
Tendik : Tenaga Kependidik

TAHAP 1b
Sudah Beroperasi

3 7 Aset Pemda

— Titik Lokasi
*QOperasional Agustus 2025

142 Rombel
= 4 Rombel SD

= 53 Rombel SMP

= 85 Rombel SMA

3.525 Siswa
100 Siswa SD
1.310 Siswa SMP
2.115 Siswa SMA

Tahap 1a dan 1b mencakup 9.705 Siswa, 1.469 Guru

TAHAP 1c

&) 66

— Titik Lokasi

*Pemutakhiran pada 10 Oktober 2025

248 Rombel
= 122 Rombel SD
= 73 Rombel SMP
= 53 Rombel SMA

16 Aset Pusat
50 Aset Pemda

6.190 Siswa

3.050 Siswa SD
1.820 Siswa SMP
1.320 Siswa SMA

Tahap 1c mencakup 6.190 Siswa,
855 Guru dan 1.712 Tenaga

dibangun oleh dukungan
b Swasta, Didukung oleh

dan 2.730 Te}nqga Pendidik Pendidik
Sebaran Lokasi gﬁie"a“ga;:m .
Sekolah Rakyat (SR) 07 1A1C ——
(Aset Pusat dan [ TAPUSAT - [ 1CPUSAT
Daerah) di Kab/Kota 018 0 TIDAK ADA SR

(1A, 1B, 1C)

olah 30 Januari 2026

35



!ﬁ SEBARAN 18 TITIK LOKASI SEKOLAH GARUDA BARU DAN TRANSFORMASI

R

Kementerian Pendidikan

Tinggl, Sains, dan Teknolog! PETA LOKASI SEKOLAH GARUDA e
BARU dan TRANSFORMASI
- _ g e o e Ml
‘ .G.an-B.lm . } ? ;RAQANINI_)A

Gorontalo
MAN Insan
Cendakia
Gaorontalo

s;arn.tori Ui.l’. -, TG

= SMAS Unggul Del : 1 : - = .
- A f
) ; - 4
’ 1 - - e |

Sumatera Selatan

« MAN Insan
Cendekia Ogan
Komering lhir

Papua Barat Daya
- SMA AVEROS®

o &V Sekolah Garuda
[ Sekolah Garuda Baru ] Papits Saret
DK! Jakarta Jawa Barat Jawa Tengah Kalimantan Selatan Maluku
- SMAN Unggulan - SMA Cahaya - SMA Pradita « SMAN Banua = SMAN Siwalima
M H. Thamrin Rancamaya Dirgantara Kaisel Ambon
- : — « SMA Taruna —
Nusantara
Keterangan:

| | SMA Unggul Garuda Transformasi

b. Peta Wilayah Sekolah Garuda P sMA unggul Garuda Baru

Sekolah Unggul Garuda Transformasi akan mendapatkan pengayaan dari 6 perguruan tinggi terbaik di Indonesia hingga akhir tahun 2025.
Perguruan tinggi pelaksana pengayaan terbagi menjadi berikut:

O
A 0‘; 4 e
=, % =)
k:’) =
2 =) 7
oA ),
CEnpanh®

Universitas Pendidikan
Nasional

SMA Cahaya
Rancamaya Bogor
SMAN Banua Kalsel

Universitas Negerl
Jukarta

SMAN 10 Fajar
Harapan Banda Aceh

Universitas Indonesia

MAN Insan Cendekia
OKI Sumsel

Universitas Padjajaran
SMA Pradita
Dirgantara Surakarta
SMAN 10 Samarinda
Kaltim

Institut Teknologl
Bandunyg

SMA Taruna
Nusantara Magelang
SMAN Siwalima
Ambon

1PB University

MAN Insan Cendekia
Gorontalo
SMA Averos Sorong
Papua Barat Daya

SMAN Unggulan MH.
Thamrin Jakarta

SMAS Ungqgul Del
Toba Sumut
Sumber: KemendiktiS

Kementerian Dalam Negeri
Republik Indonesia

Lokasi Sekolah Unggul

Garuda Baru

SMA  Unggul Garuda Baru
merupakan sekolah yang dibangun
dari nol. Terdapat 4 provinsi yang
akan dibangun Sekolah Unggul
Garuda Baru sekolah, di antaranya:

<@

v

Jumlah Sekolah Garuda

Data Kementerian Pendidikan Tinggi
Sains dan Teknologi (Kemdiktisaintek),
23 September 2025

Sekolah
Garuda baru

Babel Kaltara
Keterangan:

Sedang dibangun, ditargetkan
beroperasi mulai TA 2026/2027.
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ARAHAN PENYUSUNAN
RKPD TAHUN 2027




A Kementerian Dalam Negeri
%7 KEBIJAKAN YANG AKAN DITERBITKAN OLEH KEMENDAGRI ] o

1. Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2027

___________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

4. Pedoman Manajemen Resiko Pembanguan Daerah

5. Revisi Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

6. Pedoman Indeks Tata Kelola Pemerintahan Daerah

7. Pedoman Pelaksanaan LEPPD (IKK)

U © - venerioviseid ] Kemondogri 01 W vemondagri (@) komendagn



TIMELINE PENYUSUNAN RKPD DALAM RANCANGAN PERMENDAGRI

2025

2026

KEGIATAN

PERSIAPAN
PENYUSUNMNAN
REEFPLy

ESNyUSLLIAn
putusan Kepala Daer
ntang pembentulan
eryusunan EEKPD

Orientasi REKPD
enyusunan agenda kerja
EVIAE data

informasi perenc
embanglnan
erdasarlan SIPD

PENYUSUNAN
FANCAINGAIN
AWAL REPD

Musrenbang
ide=za/ kelurahan

DEC

JATT

FEE

LIARET

APRIL

MEI

JUII

JULI

EKETEFRANGAN

Musrenbang Kecamatzsmn

Dec-2025

Konsultaszi Publik

enyampaian SE KIH
pada EKepala Perangkat]
Daerah tentang
ENyeMm plIrnasn Fanwal
Renja Peranglat Dasrah

M2 Feb 2025

PENYTUISUNAN
FANCANGAN
EEFLy

[Penyvempurnaan ranwal
REPLy berdasarlan
rerifiltasi Fenja PD

[Penyampaian Surat]
Edaran Gubernur tentang
Rancangan REFPD Provinsd
Kepada Bupati/Waliltota

PELAKSATNAAN
MUSEENBANG

[Penyampaian Polir DPRED

M1 Maret 2026

[Prov: M2 MMaret 2026,
Kab/Kota: M4 hMarset
2028

[Persiapan Musrenbang

elakzanaan Ralkortekbang
rovinsi

[Pelaksanaan Musrenbang
FEEPLy

4 Maret 2026

aling lambat 1
inge sebelum
Musrenbang

M1 Mei 2026 Paling

[Lambat Bersamaan

dengan Musrenbang
RKEPD Provinei|

Kab/kota: Paling
bat M3 April 2026;
rov: Paling lambat
W1 Mei 2026

U © - ereviesrsoia [ Kemoniosri 1 W kemondogri (B) Kemondogr




I TIMELINE PENYUSUNAN RKPD DALAM RANCANGAN PERMENDAGRI

2025 2026
KEGIATAN LEC JAT FEE | MARET| APEIL JUNI JULI KETERANGAN
By EMIrNasn
Fancangan FEPTY
erdasarkan EA
sepakatan Musrenbang
PERUMUSAN Fenvelesa.tan Ranlir REKPD M4 Mei1 2026
RANCANGAN enyusunan  Rancangan
AKHIE EEFPD ergub dan
erbup,/Perwali RKPD
elaksanaan fazilitasd 15 hari sejak
ancangan Pergub  dan
erbup, Perwali RKPD dokumen lengkap
By EMIrNasn
ancangan Pergub dan
erbup/Perwali RKPL;
erdasarkan hasil fasilitasi|
rov: Paling lambat
M4 Juni 2026;
Kab/Kota: paling
PENETAPAN a.m.bat Y hari
RKPD erja SEtElﬂl_h |
Eenetapan Pergub  dan EKPD provinsi
erbup/Perwali RKPD ahun 2027
ditetapkan atau
aling lambat
inggn pertama
ulan Juli Tahun
2026

U © - ereviesrsoia [ Kemoniosri 1 W kemondogri (B) Kemondogr



Format-format:
01 1. Fasilitasi Rancangan Akhir RKPD/P-RKPD 06
2. Pengendalian dan Evaluasi

IETe\WE]
RKPD

02 penyusunan dan penetapan

03 Arahansubstansi bab per bab RKPD

sebagai operasionalisasi RPJMD 08

Penginputan dan proses RKPD dalam SIPD
(DSSD, dan Subkeg. Layanan)

Penyusunan RKPD berdasarkan
pengendalian dan evaluasi hasil RKPD

I POIN-POIN MUATAN PEDOMAN RKPD TAHUN 2027

Arahan perubahan RKPD Tahun 2027
(berdasarkan Dalev sampai dengan Triwulan I1)

Persyaratan fasilitasi (Dalev untuk penyusunan
RKPD dan P-RKPD Tahun 2027)

Arahan substansi Renja PD

Hal-hal yang perlu menjadi perhatian daerah:
Kebijakan umum pelaksanaan pemerintah daerah
sesuai regulasi mandatori
Kebijakan tematik pembangunan (ProSN/Lainnya)
Kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan
Daerah
Kebijakan Direktif Pemerintah

@ www.kemendagri.go.id n Kemendagri_RI ’kemendagri @ kemendagri



u Kementerian Dalam Negeri 4

Republik Indonesia
PENGENDALIAN DAN EVALUASI MELALUI PENGENDALIAN
EVALUASI RKPD DALAM SIPD

Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah

= O

E-Fasiinusi Pengendalien dan Evalussl

Rp 9.710 481,788 940 RpO 66 67% 003%

rernu

Pemerintah daerah melakukan
pengendalian dan evaluasi setiap triwulan
melalui evaluasi capaian keuangan dan
kinerija, sekaligus mengidentifikasi S .
berbagai faktor pendukung keberhasilan
serta  permasalahan yang menjadi
hambatan dalam mencapai target kinerja.




PENGENDALIAN DAN EVALUASI PROSN
DALAM SIPD

OALEV Perrode RFIMD 2025 - 2029

SRV AN TN | e |

'\\'-s’ -

.

Dasnoowa Daery BANTEN

rah Trisedan

Roaiisasi Kinocja RKPO

]

o s

2768 Rp 9.710.481,788.940 66.67%

Pasal 14

Dalam hal RKP Tahun
pemutakhiran  RKP
ditetapkan serta

2026 dan/atau

Tahun 2026 telah
terdapat pemutakhiran
Program Strategis Nasional, Pemerintah
' Daerah melakukan penambahan
program/kegiatan/sub kegiatan baru yang
dituangkan dalam Pergub mengenai
perubahan RKPD provinsi Tahun 2026 atau
Perbup/Perwali tentang Perubahan RKPD
| Tahun 2026.

T ———

O Ao Mot Sabagn mern | S A feans (it -

DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Daftar Program Strategis Nasional (ProSN)
dimungkinkan
penambahan
sebagaimana diatur dalam Pedum RKPD
Tahun 2026:

dilakukan
pemutakhiran

untuk
dan/atau

0.03%
No ProSN Proyek/Kegiatan Dasar Pelaksanaan (Penugasan)
1 Pengentasan 1. Penanggulangan Kemiskinan
Kemiskinan . N Inpres 8/2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan
2. Penghapusan Kemiskinan Eksetrim Penghapusan Kemiskinan Ekstrem
3. Sekolah Rakyat
4. Pembangunan 3 Juta Rumah Perpres 12/2025 tentang RPIJMN
2. Ketahanan Pangan 1. Swasembada Pangan (Irigasi untuk Mendukung Swasembada Inpres 2 / 2025 tentang Percepatan Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi,
Pangan) serta Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi untuk Mendukung
Swasembada Pangan
2. Pendayagunaan Penyuluh Pertanian Inpres 3 / 2025 yentang Pendayagunaan Penyuluh Pertanian dalam rangka
Percepatan Swasembada Pangan
3. Pengadaan dan Pengelolaan Gabah/Beras Dalam Negeri serta Inpres 6 / 2025 tentang Pengadaan dan Pengelolaan Gabah, Beras Dalam
Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah Negeri serta Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah
4. Mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian Perpres 12/2025 tentang RPIJIMN
(Sawah/Lumbung Pangan/Food Estate)
3. Kesehatan untuk 1. Stunting Perpres 72/2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Draft Ranperpres
Semua RIBK)
2. Pemeriksaan Kesehatan Gratis Perpres 12/2025 tentang RPJMN (Draft Ranperpres RIBK)
3. Jaminan Kesehatan Nasional Inpres 1/2022 tentang Optimalisasi Program Jaminan Kesehatan Nasional
(Draft Ranperpres RIBK)
4. Penuntasan TBC Perpres 67/2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Draft Ranperpres
RIBK)
5. Pembangunan Rumah Sakit Lengkap Berkualitas di Perpres 12/2025 tentang RPJMN (Draft Ranperpres RIBK)
Kabupaten/Kota
4. Perluasan Akses 1. Pembangunan dan Revitalisasi PAUD Inpres 7/2025 tentang Percepatan Pelaksanaan Program Pembangunan dan
Pendidikan 2. Pembangunan dan Revitalisasi Pendidikan Dasar dan Revitalisasi Satuan PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah,
Menengah Pembangunan dan Pengelolaan SMA Unggul Garuda, dan Digitalisasi
gal 4
. N Pembelajaran
3. Pembangunan dan Revitalisasi SMA Unggul Garuda dan
Digitalisasi Pembelajaran
4. Makan Bergizi Gratis 7Perpres 83 /2024 tentang BGN, Perpres 12/2025 tentang RPJMN
5. Pertumbuhan 1. Pengendalian Inflasi Keppres Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Nasional
Ekonomi 2. Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Inpres 9/2025 Tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/ Kelurahan
Putih Merah Putih
3. Optimalisasi Pendapatan dan Belanja Daerah Inpres 1/2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2025
4. Industrialisasi dan Hilirisasi (Investasi, Lapangan Pekerjaan,) Perpres 12/2025 tentang RPIJIMN
5. Pelestarian Lingkungan dan Pengelolaan Sampah Perpres 97/2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah
Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga




DUKUNGAN PROVINSI JAWA BARAT TERHADAP PRIORITAS NASIONAL  Xementerian Dalam Negeri u
DALAM RAKORTEKRENBANG TAHUN 2026

Grafik Pagu Pendukung Outcome Prioritas JAWA BARAT

Jumiah dan Persentase pagu JAWA BARAT mendukung Dutcome Prioritas per-urusan
Pada Rakortekrenbang 2026, komitmen dukungan Provinsi Jawa Barat terhadap
S 1.01-URUSAN PEMERINTAHAN
B8.01-KESATUAN BANGSA DAN POLITIK: 9.2 % BIDANG PENDIDIKAN: 1.1 %

pencapaian outcome prioritas nasional tercatat pada pagu anggaran sebesar Rp 1,2 Triliun.
Postur alokasi pendanaan ini menunjukkan fokus pembangunan daerah yang sangat tajam 1.02-URUSAN PEMERINTAHAN

3.29-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN: 104 %

pada sektor infrastruktur fisik, di mana lebih dari 40% total pagu (44,3%) didominasi oleh BIDANG ENERGI DAN SUMBER
. . . . DAYA MINERAL: 14.3 % \
Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Strategi penganggaran ini, yang kemudian B AR R A
diikuti oleh prioritas pada urusan ESDM (14,3%) dan layanan dasar seperti Kesehatan (10,4%) BIDANG PERTANIAN: 2.5 % .
serta Kesatuan Bangsa dan Politik (9,2%), menegaskan komitmen Pemprov Jawa Barat s e e
dalam mempercepat penyediaan infrastruktur konektivitas sekaligus menjamin kelayakan S
2,15-URUSAN PEMERINTAHAN 303 URISAN PEMERINTAHAN

BIDANG PERHUBUNGAN: 9.0 %

2.07-URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG TENAGA KERJA: 1.3 %

1,04-URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG PERUMAHAN DAN
KAWASAN PERMUKIMAN: 2.1 %

BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN

infrastruktur dasar masyarakat.
PENATAAN RUANG : 44.3 %

GRAFIK KETERISIAN PAGU SUBKEGIATAN MENDUKUNG OUTCOME PRIORITAS

Keterangan : Persentase dihitung berdasarkan jumlah pagu
mendukung indikator Outcome Prioritas per-urusan dibagi jumlah
pagu mendukung indikator Outcome Prioritas daerah.

, 3200 JAWA BARAY
S « Pagu 1.219.691.881.110 (Pagu)
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Kementerian Dalam Negeri

ARAHAN DALAM PENYUSUNAN PEDOMAN RKPD 2027 Republik Indonesia

Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2027 perlu memberikan penekanan pada muatan
substansi dan penguatan bab per bab RKPD, sehingga RKPD menjadi dokumen
operasionalisasi dari RPJMD yang telah selaras dengan RPJMN dan RKP.

Memastikan penaawalan pelaksanaan Program Strategis Nasional (ProSN) dan Hasil
Kesepakatan Rakortekrenbang Tahun 2026 dalam penyusunan RKPD Tahun 2027.

Memastikan arah kebijakan umum pembanaunan nasional atau hal-hal perlu lainnya
yang menjadi bagian substansi RKP Tahun 2027 dan akan menjadi pedoman awal dalam
penyusunan RKPD Tahun 2027.

Fokus dalam pengendalian dan evaluasi capaian sasaran RPJMD Tahun 2025-2029 dalam
RKPD tahun 2027 dan perencanaan subkegiatan/output bersifat layanan.

Keselarasan kebijakan dan muatan dalam pedoman penyusunan RKPD, penyusunan APBD,
dan perencanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah
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Akses panduan: bit.ly/SEdanPanduanParmas

SURAT EDARAN DAN PANDUAN PARTISIPASI MASYARAKAT Republik Indonesia
DAN KELOMPOK RENTAN DALAM MUSRENBANG RKPD

Partisipasi Masyarakat

dan Kelompok Rentan
dalam Musrenbang Rencana
Kerja Pemerintah Daerah

(RKPD) dan Musrenbang Tematik

Kementerian Dalam Negeri
Republik iIndonesia

Kementerian Dalam Negeri

Musrenbang RKPD diharapkan diselenggarakan secara
inklusif, dengan memastikan keterlibatan aktif seluruh
kelompok masyarakat, termasuk kelompok rentan
(perempuan, anak, lansia, disabilitas, Masyarakat adat dll.).

Oleh karena itu, Kemendagri telah menyusun Panduan
Partisipasi Masyarakat dan Kelompok Rentan dalam
Musrenbang RKPD dan Musrenbang Tematik yang
menjelaskan urgensi dan mekanisme partisipasi masyarakat,
khususnya  kelompok rentan, dalam perencanaan
pembangunan daerah melalui Musrenbang RKPD.

Pemerintah daerah diminta mengimplementasikan
panduan teknis yang telah disusun sebagai acuan,
melaksanakan proses secara partisipatif, serta melakukan
pemantauan dan evaluasi untuk menjamin perencanaan
pembangunan yang transparan, responsif, dan tepat
sasaran.
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Kementerian Dalam Negeri
Republik Indonesia

ARAH KEBIJAKAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH TRHUN 2027




0 DASAR HUKUM PROGRAM STRATEGIS NASIONAL (PRO-SN)

Pasal 67 huruf f UU 23/2014

Kewajiban kepala daerah dan wakil kepala daerah meliputi:
f. melaksanakan program strategis nasional

Pasal 68 Ayat (1) UU 23/2014

Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang tidak
melaksanakan program strategis nasional sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 67 huruf f dikenai sanksi administratif

berupa teguran tertulis oleh Menteri untuk gubernur PermendagriNomor 5 Tahun SEB Menteri Dalam Negeri dan
. . . 2025 ttg Pembinaan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor
dan/atfau wakil gubernur serta -oleh gubernur _sebaga|_wakll Pengawasan Kinerja KDH dan 100.2.4/3207/SK dan Nomor 3 Tahun
Pemerintah Pusat untuk bupati dan/atau wakil bupati atau Wakil KDH dalam 2025 ttg Pembinaan dan Pengawasan
: : . Kinerja KDH dan Wakil KDH dalam
wali kota dan/atau wakil wali kota. Melaksanakan Prolgre:jm e e S e
Strategis Nasional pada Nasional Tahun 2025-2029 pada
Penyelenggaraan Penyelenggaraan Pemerintahan
Pemerintahan Daerah Daerah



Program Strategis Nasional adalah
program yang ditetapkan Presiden
sebagai program yang memiliki sifat
strategis secara nasional dalam
upaya meningkatkan pertumbuhan
dan pemerataan pembangunan serta
menjaga pertahanan dan keamanan
dalam rangka meningkatkan
kesejahteraan masyarakat.

konteks
daerah,

Dalam
pembangunan
menjadi  acuan  penting  bagi
pemerintah daerah dalam
menyelaraskan kebijakan, program,
kegiatan, dan Subkegiatan agar
mendukung agenda strategis
nasional secara terpadu dan
berkelanjutan.

perencanaan
Pro-SN

{ Program Strategis Nasional (ProSN) —-RAPERMENDAGRI PEDUM RKPD TAHUN 2027

NO Pro-SN PROYEK/KEGIATAN
1 Pengentasan Kemiskinan 1)  Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan
Kemiskinan Ekstrem
2 2) Sekolah Rakyat
3 3) Pembangunan 3 Juta Rumah
4 | Ketahanan Pangan 1) Swasembada Pangan (Irigasi untuk Mendukung Swasembada Pangan)
5 2) Pendayagunaan Penyuluh Pertanian
6 3) Pengadaan dan Pengelolaan Gabah/Beras Dalam Negeri serta Penyaluran
Cadangan Beras Pemerintah
7 4) Mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian (Sawah/Lumbung
Pangan/Food Estate)
8 5) Pangan Akuatik
9 6) Kampung Nelayan Merah Putih
10 | Kesehatan untuk Semua |1)  Stunting
11 2) Pemeriksaan Kesehatan Gratis
12 3) Jaminan Kesehatan Nasional
13 4) Penuntasan TBC
14 5) Pembangunan Rumah Sakit Lengkap Berkualitas di Kabupaten/Kota
15 6) Makan Bergizi Gratis
16 Perluggan Akses 1) Perce_'p_atan Pelaksa_naan I_Drograr_n _Pembangunan dan R(_av_italisasi Satuan
Pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah
17 | Pertumbuhan Ekonomi  |1) Pengendalian Inflasi
18 2) Optimalisasi APBD
19 3) Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih
20 4) Industrialisasi dan Hilirisasi (Investasi, Lapangan Pekerjaan,)
21 5) Pelestarian Lingkungan dan Pengelolaan Sampah
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N: Rakortek RKPD Perubahan RKPD Induk

Forum Penyesuaian Penyesuaian Penyampaian
penyepakatan kebijakan kebijakan kebijakan nasional

dukungan daerah daerah dengan Tahunan daerah yang harus didukung
terhadap target target ProSN dengan daerah dan aspirasi
nasional termasuk kebijakan masyarakat dalam

ProSN tahunan nasional pembangunan
terutama ProSN



TREN PERSENTASE REALISASI PENDAPATAN/BELANJA
APBD PROVINSI, KABUPATEN DAN KOTA SE-INDONESIA TA 2025-2026

TREN PERSENTASE REALISASI PENDAPATAN
APBD PROVINSI, KABUPATEN DAN KOTA
SE-INDONESIA TA 2025-2026

TREN PERSENTASE REALISASI BELANJA
APBD PROVINSI, KABUPATEN DAN KOTA

SE-INDONESIA TA 2025-2026
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PERSENTASE REALISASI BELANJA
APBD PROVINSI, KABUPATEN/KOTA SE-INDONESIA TA 2026
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Papua Pegunungan I 48.6
Papua Tengah IS 5) 7
Papua Selatan GGG /3.2
Papua Barat Daya IS 34 .9
Daerah Istimewa Yogyakarta I 3 D
Sumatera Utara IS /3.3
Sumatera Selatan I 37 .5
Sumatera Barat I 7.4
Sulawesi Utara I /7.8
Sulawesi Tenggara IS 85,5
Sulawesi Tengah I 002
Sulawesi Selatan GGG /O D
Sulawesi Barat I 3.8
Riau I 51 2
Papua Barat I 6.1
Papua I /4.8
Nusa Tenggara Timur I 55 3
Nusa Tenggara Barat I /0.9
Maluku Utara I 30 .S
Maluku I 319
Lampung I 30,5
Kepulauan Riau I O 3 . 6
Kepulauan Bangka Belitung I 33 D
Kalimantan Utara I 3.7
Kalimantan Timur I 3O, 7
Kalimantan Tengah I 30D
Kalimantan Selatan I 75.6
Kalimantan Barat I 3D 3
ki

Jawa Timur
Jawa Tengah I /S0
JAWA BARAT 88.8
Jambi I 375

Gorontalo I S5 7
DKl Jakarta I O 3 O
Bengkulu I 334
Banten NI S S S
Bali I O3 S
Aceh I 3 6

RAPOR TRANSPARANSI & PENCEGAHAN KORUPSI:
CAPAIAN MCSP JAWA BARAT 2025

Kementerian Dalam Negeri
Republik Indonesia

Dashboard Capaian Monitoring Center for Prevention (MCSP)
Wilayah Jawa Barat

Performa Wilayah

Perbandingan Skor Total Pemerintah Daerah Jawa Barat

Kab. Bandung 95.30 Kabupaten Bandung
Kab. Ciamis 92.16 Memimpin Capaian
MCSP. Dengan skor
Kab. Karawang 9117 985,30, Kabupatan
andung menempat
kab. Garut ] 90.91  ocisi tertinga. diun
cleh Kabupaten Clamis
Kab. Majatengka N 59.80 (05", Clan Kabupoten

Kota Sukabumi 89.60
Kab. Sukabumi 89.33
Prov. Jawa Barat 88.75
Kota Bogor B87.57
Kab. Subang 7.4
86.90

Kab. Purwakarta

Kab. Sumedang 86.16
Kab. Bogor |G 2656

Kota Cimahi [ 55.15

Kab. Bandung 8arat | 54.94
Kab. Indramayy |G o474

Kota Banjar B4.53
Kab. Bekas| B83.92
Kota Tasikmalaya 82.84

Kota Bandung 82.78
Kota Bekasi = 82.66

Kab, Tasikmalays | 52.61
kab. Cianjur N 52.53

Kota Depok | &1 94

Kab. Pangandaran 8.77
Kab. Kuningan 782
Kota Cirebon 7499
Kota Cirebon
¢ 20 40 60 80

M Skor MCSP

Sumber : jaga.id

Karawang (91,17)

Skor Pemerintah
Provinsi Jawa Barat

Pemerintah Provins!
Jawa Basat mencatatkan
skor 88,75, berada di
atas ratareta banyak
daerah namun masih

d« bawah beberapa
kabupaten ungguian

Rentang Performa Daerah

Terdapat selisih sigaifikan
antara performa tertinggl
(Kab. Bandung: 96,30) dan
wrendah (Kota Clrebon;
74,99), menunjukkan
perlunya pemerataan standar
1812 kelola.

100

Detail Capaian Area Intervensi
Perbandingan Provinsi vs. Top 2 Daerah

Barang Milik
Daerah

@ Prov Jawa Barat

@ Kab, Bandung (Top 1)

Perencanaan
98,25

\92'21 Anggaran

97.21

A6 pelayanan
Publik

96,29
Manajemen ASN
@ Kab. Ciamts (Top 2)

Area Intervens| Terlemah:

(&) Area Intervensi Terkuat:
Manajemen ASN (M-ASN) Barang Milik Daerah (BMD)
Hamgir seurub wilaysh di Pengedoisan BMD menjadi
Jawa Barat memiliaé skoe tantangan terbesar di
sangat tinggi pada sektoe seluruh Provinsi Jawa Barat,
Ma en ASN, deagan dengan akor rata-ata yang
banyak daerah melampauws konsistan paling rendah
007 95 dibandingkan sektor Lainaya,
Penguatan Pengawasan Reformasi Birekrasi Pertumbuhan Akuntabel
Fokus pada efektivitas Optimaksasi paran GPO Sinergl antara menajeman

APIP dalam melakakan
audit danJ)enngnlan dani
terhadep patenst
penyimpangan tata kelola

dan imegrasi sistem anggaran dan gen adaan
(PBJ

perencanaan guna barang/jasa yang

menjamin iransparanss kred: untuk mendurong

program kerja daerah pmmrﬂ:’ahanhekonomc
aers

Sumber : Diolah (jaga.id)
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ARAHAN PENYUSUNAN Hementerian Dalam Negert
RKPD JAWA BARAT TAHUN 2027

. Tahun 2027 menjadi paruh waktu pelaksanaan RPJMD Jawa Barat Tahun 2025-2029, sehingga RKPD Tahun 2027 menjadi
indikasi yang menentukan ketercapaian atau ketidaktercapaian visi RPJMD. Oleh karenanya konsistensi pelaksanaan program-
program prioritas pembangunan daerah (janji gubernur dan wagub) agar lebih diintensifkan untuk mencapai sasaran-sasaran
pembangunan dan tujuan RPJMD.

. Penetapan prioritas pembangunan daerah, seyogyanya dapat tercermin pada kondisi capaian kinerja terakhir (2025) dan
penguatan target pada IKU dan IKD yang berkaitan pada tahun 2027.

. Disarankan agar penyajian gambaran umum berdasarkan 4 aspek pembangunan dapat lebih mengetengahkan capaian IKU,
dan IKD atau capaian tujuan dan sasaran dalam konteks capaian RPJMD. Data-data kondisi dan eksisting, serta capaian output
dan outcome, seyogyanya cukup dieksplorasi dalam Renstra ataupun Renja PD.

. Pada saat penyusunan Rancangan RKPD diharapkan sudah menggunakan data capaian kinerja sampai dengan akhir Tahun
2025. Kesediaan data terakhir sebelum tahun 2025 agar dinyatakan secara jelas beserta sumbernya. Apabila telah menjadi
bagian dalam data statistik sektoral daerah (DSSD), maka seyogyanya menyebutkan sumber data SIPD.

. Agar Tabel Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Jawa Barat Tahun 2027 dapat mencantumkan capaian Tahun 2025
(baseline), serta menambahkan target Tahun 2026.

. Agar Tabel Penjabaran Program Prioritas Tahun 2027 dapat dilengkapi dengan subkegiatan prioritas yang akan dijalankan oleh
perangkat daerah terutama yang bersifat layanan.

. Diharapkan agar Arahan Per Wilayah Pengembangan, merupakan arahan kebijakan yang akan dijalankan Tahun 2027 dan
diberikan arahan dari sisi pelaksana, tata kelola atau strategi pelaksanaannya.



Kementerian Dalam Negeri
Republik Indonesia

SARAN DAN TINDAK LANJUT

1. Pemerintah Daerah memanfaatkan Musrenbang RKPD Tahun 2027 untuk
menampung berbagai masukan dari Pemangku Kepentingan termasuk DPRD dan
masyarakat secara luas dalam rangka mempertajam substansi perencanaan
strategis yang dirumuskan, untuk dituangkan dalam Berita Acara sebagai bahan
penyempurnaan menjadi Rancangan RKPD Tahun 2027.

2. Mendorong inovasi dan akselerasi program unggulan daerah. Pengoptimalan
pengelolaan potensi unggulan daerah dapat menjadi bagian dari pertimbangan
strategis dalam penentuan solusi permasalahan pembangunan daerah yang
termuat dalam RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2027.

3. Memastikan penyusunan RKPD Tahun 2027 secara nyata mendukung dan
berkontribusi terhadap Program Strategis Nasional, Tematik Pembangunan,
Outcome Prioritas penyelenggaraan PD, dan Ditektif Pemerintah.

4. Pemerintah Daerah agar memastikan bahwa substansi RKPD 2027 selaras dengan
RPJMD Tahun 2025-2029, Rancangan RKP Tahun 2027, dan memperhatikan
dengan aktif berbagai dinamika kebijakan dan arahan pembangunan nasional
sebagai bagian dari menjamin sinkronisasi, keselarasan, dan kesinambungan
pembangunan Pusat dan Daerah.
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